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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

Menimbang

Mengingat

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru di
Indonesia diprediksi akan terus meningkat dan
berpotensi terjadinya eskalasi penyakit yang berdampak
pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan
kesejahteraan rakyat;

bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi
ancaman tersebut diperlukan pedoman pencegahan dan
pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik 4916);

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang
Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian
Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan
Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau
Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan
Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan
Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional,
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);
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Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 60);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS
DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan:

1. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan
kepada manusia atau sebaliknya.

2. Penyakit Infeksius Baru (Emerging Infectious Diseases)
yang selanjutnya disingkat PIB adalah penyakit infeksi
yang muncul baru dan/atau berulang yang berpotensi
menimbulkan wabah.

3. Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious
Diseases yang selanjutnya disebut SIZE adalah sistem
informasi yang mengintegrasikan berbagai data penyakit
sektoral, peringatan suatu kejadian penyakit, pencatatan
respon dan analisis terhadap Zoonosis dan PIB.

4. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis
dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang
kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi
yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan
penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk
memperoleh dan memberikan informasi guna
mengarahkan tindakan pengendalian dan
penanggulangan secara efektif dan efisien.
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5. Surveilans Berbasis Masyarakat yang selanjutnya
disingkat SBM adalah kegiatan pengamatan, pelaporan,
dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus
dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko
yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan
kesehatan di masyarakat.

6. Menteri Koordinator adalah menteri yang mempunyai
tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan.

7. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan
Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian
Koordinator adalah kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan.

Pasal 2
Pedoman pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB ini
digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
pemerintah desa, akademisi/pakar, sektor swasta, dan
masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
dan evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian
Zoonosis dan PIB.

Pasal 3
Pedoman pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB
meliputi:
a. penilaian risiko;
b. pemetaan risiko;
c. peningkatan cakupan dan kualitas Ssurveilans; dan
d. tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme

darurat.

BAB II
PENILAIAN RISIKO

Pasal 4
Penilaian risiko dilaksanakan melalui:
a. identifikasi ancaman;
b. penilaian tingkat risiko; dan
c. rekomendasi manajemen risiko.

Pasal 5
(1) Identifikasi ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a dilakukan terhadap Zoonosis dan PIB.
(2) Identifikasi ancaman Zoonosis dan PIB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
a. perkembangan penyakit endemik; dan/atau
b. peringatan situasi penyakit dari organisasi
kesehatan dunia dan/atau organisasi kesehatan
hewan dunia.
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Pasal 6
Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Koordinator ini.

Pasal 7
Tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri
atas:
a. risiko rendah;
b. risiko menengah; atau
c. risiko tinggi.

Pasal 8

(1) Rekomendasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dalam hal penilaian
tingkat risiko menghasilkan risiko menengah dan risiko
tinggi.

(2) Rekomendasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. situasi penyakit;
b. mitigasi; dan
c. intervensi.

(3) Situasi penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dikategorikan menjadi:
a. kejadian luar biasa;
b. wabah; atau
c. keadaan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
PEMETAAN RISIKO

Pasal 9
(1) Pemetaan risiko dilakukan untuk mengetahui potensi
terjadinya eskalasi situasi penyakit pada suatu wilayah.
(2) Pelaksanaan pemetaan risiko dikoordinasikan oleh
Menteri Koordinator.

Pasal 10
Pemetaan risiko dilaksanakan melalui pengembangan sistem
informasi terpadu.

Pasal 11

(1) Pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan untuk memperkuat
peta risiko bencana.

(2) Pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbasis sistem informasi geografi
dan bersifat dinamis, partisipatif, dan akuntabel yang
dilakukan dengan prinsip keterpaduan dan
interopabilitas  sesuai dengan = arsitektur sistem
pemerintahan berbasis elektronik.
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Pasal 12
(1) Pengembangan sistem informasi terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh badan
nasional penanggulangan bencana dengan melibatkan
kementerian/lembaga terkait.
(2) Data sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS SURVEILANS

Pasal 13
Peningkatan cakupan dan kualitas surveilans sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ dilaksanakan melalui:
a. surveilans terpadu; dan
b. SBM.

Bagian Kesatu
Surveilans Terpadu

Pasal 14
Surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a terdiri dari:
a. surveilans berbasis kejadian atau surveilans sindrom
prioritas;
b. surveilans berbasis indikator;
C surveilans triangulasi; dan
d. surveilans kematian.

Pasal 15
Pelaksanaan surveilans terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 berpedoman pada Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Koordinator ini.

Pasal 16
Surveilans terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
diselenggarakan lintas sektor antara kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya
secara terkoordinasi, berbasis laboratorium, dan aktual (real
time) melalui sistem yang terintegrasi.

Pasal 17

(1) Dalam rangka mewujudkan surveilans terpadu yang
aktual (real time) melalui sistem yang terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melibatkan
pihak swasta yang menyelenggarakan layanan di bidang
kesehatan manusia dan kesehatan hewan terkait
pelaporan hasil deteksi Zoonosis dan PIB yang masuk
dalam daftar penyakit wajib lapor.

(2) Hasil deteksi Zoonosis dan PIB yang masuk dalam daftar
penyakit wajib lapor yang dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui
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sistem pelaporan yang dimiliki oleh masing-masing
kementerian/lembaga.

Pasal 18
(1) Penetapan daftar penyakit wajib lapor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan berdasarkan
hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
(2) Daftar penyakit wajib lapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 19
Zoonosis yang ditetapkan dalam daftar penyakit wajib lapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan
zoonosis prioritas yang ditentukan oleh kementerian/lembaga.

Pasal 20
Kementerian/lembaga dalam menentukan zoonosis prioritas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 21
Kementerian/lembaga yang memiliki sistem pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berbagi pakai
data terkait pelaksanaan surveilans terpadu yang diteruskan
secara aktual (real time) ke SIZE.

Pasal 22

(1) SIZE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan
oleh:

a. pengguna berbasis aplikasi; dan
b. pengguna berbasis situs web.

(2) Pengguna berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan penyelenggara layanan di
bidang kesehatan manusia dan kesehatan hewan milik
pemerintah yang mencatatkan respon terhadap setiap
peringatan kejadian penyakit yang muncul pada masing-
masing kabupaten/kota.

(3) Pengguna berbasis situs web sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah.

Pasal 23
Selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pihak
swasta atau pemangku kepentingan lainnya dapat
memperoleh data SIZE dengan mengajukan permohonan
permintaan data kepada Kementerian Koordinator selaku
penyelenggara SIZE.

Pasal 24
Penyelenggara SIZE merupakan unit kerja yang menangani
urusan sistem informasi dan pengelolaan data pada
Kementerian Koordinator.
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Pasal 25
Penyelenggaraan SIZE berpedoman pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Koordinator ini.

Bagian Kedua
Surveilans Berbasis Masyarakat

Pasal 26
SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
dilaksanakan melalui:
peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat;
rekrutmen dan optimalisasi peran relawan;
penguatan forum pengurangan risiko bencana; dan
pengorganisasian relawan di tingkat desa/kelurahan.

fao o

Pasal 27
Peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan melalui:
a. promosi relawan SBM;
b. advokasi peran pemangku kepentingan; dan
c. pelibatan tokoh masyarakat dan pemengaruh (influencer).

Pasal 28

Rekrutmen dan optimalisasi peran relawan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan melalui:

a. identifikasi kebutuhan relawan di tingkat
desa/kelurahan;

b. sinkronisasi data relawan pada organisasi yang
tergabung dalam forum pengurangan risiko bencana;

c. peningkatan kapasitas dengan penyelenggaraan pelatihan
dan bimbingan teknis bagi relawan; dan

d. penyediaan kanal pelaporan hasil pemantauan gejala
oleh relawan.

Pasal 29
Penguatan forum pengurangan risiko bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan melalui
penyelenggaraan pertemuan koordinasi rencana pelaksanaan
SBM di tingkat provinsi/kabupaten/kota secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

Pasal 30
Pengorganisasian relawan di tingkat desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan
dengan:
a. membentuk kelembagaan relawan SBM di desa; dan
b. membentuk tim/jejaring kerja relawan SBM di
kelurahan.

Pasal 31
Pelaksanaan SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
berpedoman pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
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BAB V
TINDAKAN PENGENDALIAN DAN PENENTUAN MEKANISME
DARURAT

Pasal 32
Tindakan pengendalian dipilih berdasarkan rekomendasi hasil
penilaian risiko dan/atau pemetaan risiko yang dituangkan
dalam dokumen rencana kontingensi.

Pasal 33
Dokumen rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 disusun oleh menteri yang membidangi urusan
kesehatan bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 34
Tindakan pengendalian terdiri atas:
a. respons cepat; atau
b. respons komprehensif.

Pasal 35

(1) Respons cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf a dilaksanakan oleh tim lintas sektor yang
dibentuk pemerintah daerah.

(2) Respons cepat dilakukan seketika atau sesaat setelah
diterima laporan terjadinya suatu penularan penyakit
wajib lapor.

(3) Respons cepat paling sedikit terdiri dari investigasi,
deteksi dini, dan tindakan teknis yang diperlukan.

Pasal 36
(1) Respons komprehensif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b dilaksanakan melalui sistem komando
yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau
pemerintah pusat.
(2) Respons komprehensif dilakukan apabila:
a. respons cepat tidak lagi memadai dan penularan
penyakit terus terjadi; dan/atau
b. setelah ditetapkannya suatu penyakit dalam status
darurat.
(3) Respons komprehensif terdiri atas:
a. investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang
diperlukan;
perluasan layanan;
manajemen logistik;
manajemen informasi;
pembatasan mobilitas;
pengerahan sumber daya nonregular; dan/atau
pemusnahan sumber penularan.

@™o Qoo

Pasal 37
Tindakan pengendalian dilaksanakan dengan melakukan
sinkronisasi antara situasi penyakit dan status kedaruratan.
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BAB VI
TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

Pasal 38
Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Zoonosis
dan PIB dibentuk Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan
Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

Pasal 39
Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 terdiri atas:
a. pengarah;
b. pelaksana yang terbagi atas kelompok kerja; dan
c. sekretariat.

Pasal 40
Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 bertugas:
a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan

dukungan kebijakan;

b. menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka
pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan
deteksi;
melaksanakan penilaian risko;
mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya
rekomendasi situasi penyakit;
e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana

a0

kontingensi;

f.  mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia,;

g. mengoordinasikan  peningkatan kapasitas jejaring
laboratorium;

h. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian
dan penentuan mekanisme darurat;

i.  melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
j- menyusun laporan secara berkala.
Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan
tugas Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian
Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 42
(1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian
Zoonosis dan PIB di daerah, gubernur dan bupati/wali
kota membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan
Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.
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(2) Pembinaan dan pengawasan Tim Koordinasi Daerah
Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit
Infeksius Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 43
Dalam menjalankan tugas Tim Koordinasi Pusat Pencegahan
dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru dan
Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian
Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru mengacu pada pedoman
koordinasi yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri
Koordinator.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 44

(1) Tim Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian
Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru melakukan
pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan paling
sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim
Koordinasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
dan Penyakit Infeksius Baru melalui:

a. rapat kerja;
b. sistem informasi digital; dan/atau
c. tinjauan lapangan.

Pasal 45
Data dan informasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pusat
Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit
Infeksius Baru dituangkan dalam sistem informasi yang
berpedoman pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 46
Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan oleh Tim Koordinasi Pusat
Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit
Infeksius Baru kepada Presiden.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 47
Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian
Zoonosis dan PIB dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2022
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I

PERATURAN _ MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR 7 TAHUN-2022
TENTANG :

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU

PENILAIAN RISIKO BERSAMA

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia sebagai hotspot penyakit
zoonotik (Zoonosis) dan penyakit infeksius baru yang menimbulkan
ancaman risiko kesehatan terhadap hewan dan manusia. Guna mengetahui
tingkatan ancaman risiko tersebut, periu dilakukan penilaian risiko.

Penilaian risiko secara scktoral pada kesehatan manusia, keschatan
hewan, dan sektor lainnya telah dilakukan di setiap sektor, namun untuk
menyatukan informasi dan keahlian di tingkat nasional dari semua scktor
yang relevan melalui penilaian risiko kesehatan bersama terhadap berbagai
penyakit zoonotik tetap diperiukan penilaian risiko bersama secara utuh
dengan antarmuka manusia-hewan-lingkungan.

Dalam penyatuan atau menghubungkan informasi dalam penilaian risiko
bersama yang komprehensif dapat menerapkan kerangka kerja Four Way
Linking, yaitu suatu kerangka kerja (firamework) memperoleh data, membagi
data, menghubungkan data, menganalisis data, untuk memiasilitasi
penilaian risiko. Data dan informasi dari 4 arus yang dihubungkan yakni
informasi epidemiologi dan laboratorium dari kesehatan masyarakat dan
kesehatan hewan.

Sektor kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, lingkungan dan sektor
lainnya memiliki penilaian risiko sendiri untuk melakukan manajemen
risiko. Penilaian Risiko Bersama (PRB) diperiukan dengan melibatkan sektor
terkait agar informasi dan masukan dari para ahli manajemen risiko dapat
dipahami secara utuh dan secara bersama dalam hubungan manusia,
hewan dan lingkungan Penilaian risiko adalah proses pengumpulan,
penilaian, dan dokumentasi informasi yang dilakukan secara sistematik
untuk membuat estimasi tingkat risiko pada periode waktu dan lokasi
tertentu dan dapat dilakukan berulang berdasarkan informasi terbaik yang
tersedia pada waktu penilaian. Risiko terdiri atas peluang (probabilitas) dan
dampak (konsekuensi), yang mencakup ukuran ketidakpastian. Penilaian
risiko menentukan peluang, dampak, dan ketidakpastian yang terkait
dengan satu atau lebih pertanyaan penilaian risiko mengenai aspek tertentu
dari risiko suatu kejadian atau sumber bahaya.

1. Tujuan Penilaian Risiko Bersama:

a. Mengetahui tingkat risiko dari zoonosis yang berdampak pada

kesehatan masyarakat; dan

b. Menyusun rekomendasi manajemen dan komunikasi risiko.

2, Ruang Lingkup

a, Persiapan;

b. Pcmbingkaian risiko;

c. Pelaksanaan penilaian risiko; dan

d. Rekomendasi hasil penilaian risiko.

3. Sasaran Pengguna Pedoman
a. Kementerian/Lembaga; dan
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b. Pemerintah Daerah.

Kerangka Kerja Penilainn Risiko

Komponen penilaian risiko meliputi;
Peluang (Probabilitas)

Peluang adalah perkiraan probabilitas/peluang terjadinya suatu
kejadian zoonosis dalam penilaian risiko yang akan terjadi.

{

2,

3.

Dampak

Tingkal keparahan jika suatu kejadian zoonosis ter jadi,
Ketidakpastian

Kualitas dan perincian informasi yang terscdia pada saat penilaian.

2022, No.1136

Estimasi risiko |[berdasarkan peluang dan dampak) bergantung pada

sumber bahaya potensial (zoonosis) yang diketahui, kemungkinan paparan
terhadap sumber bahaya, dan konteks peniluian kejadian tersebut,

Gambar 2. Kerangka Kerja Penilaian Risiko
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Tabel 2. Pelaksanaan Penilaian Risiko Bersama (input, Proses, dan

Keluaran)
Dukungan sumber daya | Tahapan pelaksanaan | Keluaran  dan hasil

berupa;

1. Dukungan SbM
([pembentukan  pokja
teknis PRB)

2. Panduan Joint Risk
Assessment
Operational Tool (JRA
oT)

Kajon lite({ntur.
laporan kasus
4. Data hasil survelans

kegiatan penilaian risiko
terdiri dari;

4. Mempersiapkan PRB

b, Pembingkaian risiko

c. Pelaksanaan PRB

d.  Rekomendasi hasil
penilaian risiko

kegiatan:

1. Hasil penilaian risiko
bersamé
{(kemungkinan risiko
dan  Kemungkinan
dampak)

2. Rekomendasi

manajemen  risiko
dan komunikasi
risiko
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masing-ulusing  scklor
dan terpadu
5. Fasilitasi kegiatan

D. Tabapan dan Proses
Kementerian/lembaga atau peMerintah dacrah dapat melakukan inisiasi
penilaian risiko bersama sesual dengan kebutuhan. Hel ini dilakukan
dengan melakukan tahapan penilsian risiko bersama yang meliputi
I. Mempersiapkan PRB

a. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah membentuk dan
mempertemukan komite pengarah PRB,

b. Kementerian/lembaga atau pemerintah daerah menentukan
penanggung jawab PRB;

c. Komit¢ peéngarah kemudian akan menunjuk dan mempertemukan
um teknis PRB,; dan

d. Komite pengarah menunjuk dan mempertemukan kelompok
pernangku kepentingan PRB,

2. Pembingkaian Risiko
Pembingkaian  dilakukan oleh komite pengarah PRB  untuk
meénentukan jenjs bahaya/hazard zoonosis dengan cakupan yang
meliputi lokasi dan waktu serta menyepakali (ujuan dan sasaran
penilaian risiko befsama.
3. Pelaksanaan PRB

A, Tim teknis mengidentifikasi alur risiko dan membual diagram alur
risiko,

b. Tim teknis memformulasikan pertanyaan risiko dan
mendokumentasikan pertanyaan penilaian risiko;

c. Tim teknis melakukan karakterisasi risiko dengan meninjau dan
mempertimbangkan informas] yang tersedia, mengidentifikasi
kesenjungan informasi, memperkirakan kemungkinan, dampak dan
ketidakpastian serta intecpretasi tekfis untuk setiap pertanyaan
risiko; dan

d. Tum teknis meninjau dan mempertimbangkan informasi yang
tersedia (diantaranya melalui artikel irmah, laporan tahunan atau
laporan kegiatan dan bilg fidak ada informasi lersedin terkait
zoonosis, dapat digunakan informasi penyakit yang mirip atau
dengan menggunakan pendapat ahli.

4. Rekomendasi hasil pentiaian risiko

a. Tim teknis mengidentifikasi pilthan dalam pengelolaan risiko dan
pesan komunikasi risiko; dan

b. Tim tcknis mendokumentasikan hasil penilaian risiko bersama dan
menyampaikan dokumentasi penilaian  risiko kepada komite
pengarah PRB.

E. pemangku Kepentingan dan Peran dalam Pelaksanasn Penilzian Risiko
Tabe! 3. pemangku Kepentingan dan Peran dalam Pelaksanaan Penilaian
Risiko

- No Pemangku Kepentingan- Peran

l. | Kementerian /Lembaga 1. Dukungan sumber daya [pendanaan,
fastlitasi, dan sehagainya)
2. Menjudi tim pengarah dan tim teknis
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untuk penilaian risiko bersama tingkat
nasional yang menjadi kesatuan dalam
tim koordinasi

3. Penyusunan dan diseminasi pedoman
serta peningkatan kapasitas

4. Penyediaan data terkait bahaya
{zoonosis) yang akan dinilai

5. Diseminasi hasil penilaian risiko
bersama

6. Menindaklanjuti rekomendasi
manajemen dan komunikasi risiko

2. | Pemerintah Daerah 1. Dukungan sumber daya (pendanaan,
fasilitasi, dan sebagaimanya)

2. Menjadi tim pengarah dan tim teknis
untuk penilaian risiko bersama tingkat
daerah vang menjadi kesatuan dalam
tim koordinasi.

3. Penyediman data (musalnya data
populasi, data surveilans, lokasi)
terkait bahaya (zoonosis) yang akan

4. Menindaklanjuti rekomendasi
manajemen dan komunikasi risiko

3. Pemangku Kepentingan | 1. Kelompok pemangku kepentingan

lainnya termasuk (Organisasi memberikan kontribusi informasi dan

Profesi, Akademisi dan Mitra) data yang relevan jika memungkinkan

2. Mendukung dan melaksanakan
rekomendasi manajemen dan
komunikasi risiko

3. Berkontribusi dalam implementasi
mana jemen dan komunikasi risike

F. Mekanisme Koordinasi

1. Penilaian risiko bersama dapat dilakukan secara reguler atau sewaktu-
waktu;

2. Penilaian risiko bersama sccara reguler dilakukan setidaknya 1 tahun
sckali;

3. Penilaian risiko bersama sewaktu-waktu sesuai kebutuhan apabila:

a. Terdapat potensi terjadinya eskalasi penyakit di situasi daerah;

b. Adanya rekomendasi kesiapsiagaan, pernyataan PHEIC atau pandemi
dari WHO, atau pernyataan sejenisnya dari WOAH;

¢. Terdapat eskalasi situasi penyakit di negara lain; dan

d. Adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya
penyakit infeksius baru/zoonosis;

4. Dalam pelaksanaan PRB perlu dibentuk kelompok kerja di bawah Tim
Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit
Infeksius Baru;

5. Hasil PRB disampaikan oleh pokja kepada pelaksana dan pengarah tim
koordinasi sebagai masukan penetapan kebijakan tentang daftar penyakit
wajib lapor dan rencana tindak lanjut lintas sektor.

G. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dilakukan terhadap proses pelaksanaan penilaian risiko

bersama;
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2. Evaluasi dilakukan terhadap berbagal indikator termasuk dukungan
sumber daya, preses dan hasil untuk perbaikan kedepan.

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK IN@NESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU

SURVEILANS ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU TERPADU LINTAS
SEKTOR

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara hotspot di Asia, yang memiliki
risiko tinggi terjadinya penyakit infeksius baru dan 70% dari penyakit
tersebut merupakan zoonosis yang dapat berdampak pada risiko terjadinya
Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah atau Kedaruratan Kesehatan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4
Tahun 2019, diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor
dan meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, deteksi dan respon
pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru tersebut dengan
pendekatan One Health. Surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru
terpadu lintas scktor yang berbasis masyarakat, berbasis laboratorium dan
dilaporkan melalui sistem informasi yang aktual (real time), guna
mendukung terlaksananya deteksi secara cepat dan akurat.

1. Tujuan Pedoman
Dipergunakan sebagai panduan operasional dalam melaksanakan
kegiatan pengamatan yang sistematis, terus menerus, memperoleh dan
berbagi data dan informasi tentang kejadian zoonosis dan penyakit
infeksius baru secara terpadu lintas sektor (kesehatan masyarakat,
kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan/satwa liar) yang berbasis
masyarakat, berbasis laboratorium, dan secara aktual (real time) guna
merekomendasikan tindakan pencegahan dan pengendalian zoonosis
dan penyakit infeksius baru yang efektif dan efisien.
2. Ruang Lingkup:

a. Surveilans Berbasis Kejadian;

b. Survcilans Berbasis Indikator;

¢. Surveilans Triangulasi; dan

d. Surveilans Kematian.

3. Sasaran Pengguna Pedoman:

a. Unit/satuan kerja pada kementerian/lembaga yang membidangi

fungsi surveilans;

b. Instansi perangkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang

membidangi fungsi surveilans;

c. Perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.

B. Kerangka Kerja Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu
Lintas Sektor
Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infieksing Baru Terpadu Lintas Sektor
adalah kegiatan pengamatan penyakit yang sistematis, terus menerus,
memperoleh dan berbagi data dan informasi tentang kejadian zoonosis dan
penyakit infeksius baru secara terpadu lintas scktor (kesehatan masyarakat,
keschatan hewan dan kesehatan lingkungan/satwa liar) yang berbasis
masyarakat, berbasis laboratorium, dan secara aktual (real time), guna
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merekomendasikan tindakan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan
penyakit infeksius baru yang efektifi dan efisien,
1. Tujuan
Tujuan Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu
Lintas Ssktor:
a. Deteksi dini kejadian penyakit;
b. Mengetahui situasi epidemiologi penyakit;
c. Menemukan patogen baru yang berpotensi risiko sebagai penyakit
infeksius baru zoonosis; dan
d. Mengetahui potensi zoonosis yang mengakibatkan kematian tinggi
yang tidak terdeteksi oleh surveilans penyakit.
2. Kerangka Pengaturan dan Pemetaan Stakeholders Peningkatan Cakupan
dan Kualitas Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu
Lintas Sektor

Gambar 3. Kerangka Pengaturan dan Pemetaan Stakeholders
Peningkatan Cakupan dan Kualitas Surveilans Zoonosis dan Penyakit
Infieksius Baru Terpadu Lintas Sektor
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3. Kerangka Kerja Sistem Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru
Terpadu Lintas Sektor, terinci sebagai berikut:
a. Perencanaan Surveilans Terpadu Lintas Sektor
1) Pemetaan infrastruktur;
2) Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan;
3) Identifikasi zoonosis dan penyakit infeksius baru prioritas;
4} Identifikasi tujuan surveilans terpadu;
5) Perencanaan program surveilans; dan
6) Target surveilans terpadu lintas sektor,
b. Pelaksanaan Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru
Terpadu Lintas Sektor
1} Standarisasi surveilans penyakit di semua tingkat (pusat dan
daerah);
2) Standarisasi teknik diagnostik laboratorium,;
3) Pengumpulan, transportasi, penyimpanan, dan pemeriksaan
spesimen di laboratorium;
4) Pengumpulan dan pengolahan data;
5) Analisis data dan interpretasi bersama;
6] Pembuatan laporan bersama dan diseminasi laporan;
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7) Berbagi data dan informasi lintas sektor;

8) Pelaporan resmi ke organisasi internasional, dan

9) Memberikan umpan balik.
c. Penyelidikan/investigasi epidemiologi terpadu lintas sektor.
d. Pemantauan dan evaluasi.

C. Pelaksanaan Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu
Lintas Sektor
Berdasarkan jenis surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru
terpadu lintas sektor, yang termasuk dalam ruang lingkup, adalah sebagai
berikut:
1. Surveilans Berbasis Kejadian (Evidence Based Surveillance/EBS)
Terpadu Lintas Scktor

Surveilans berbasis kejadian pada sektor kesehatan masyarakat
atau Pelaporan Sindrom Prioritas pada sektor kesehatan hewan dan
sektor keschatan satwa liar, sclanjutnya disebut Surveilans Berbasis
Kejadian, Surveilans berbasis kejadian adalah kegiatan surveilans untuk
mendeteksi dan melaporkan sinyal adanya kasus sccara cepat tentang
suatu penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan
menggunakan berbagai sumber data, laporan petugas kesehatan dari
tiga sektor (keschatan masyarakat, keschatan hewan, kesehatan
lingkungan/satwa liar), laporan dari masyarakat berupa rumor,
informasi dari media cetak/digital, ataupun laporan berbasis
masyarakat melalui hotline atau sistem penyampaian pesan informasi
lainnya.

Surveilans  berbasis kejadian  perlu diperkuat  dengan
investigasi/penyclidikan epidemiologi terpadu dan didukung dengan
pengujian laboratorium,

2. Surveilans Berbasis Indikator (Indicator Based Swrveillance) Terpadu
Lintas Sektor

Surveilans berbasis indikator adalah kegiatan surveilans yang
dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematik dan rutin untuk
tujuan surveilans tertentu yang telah ditetapkan bersama terpadu lintas
sektor (kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan
lingkungan /satwa liar) guna mendeteksi kejadian zoonosis, mengetahui
status dan situasi epidemiologik dan genomik penyakit, faktor risiko dan
permasalahan yang berdampak terhadap kesehatan bersama.

Langkah-langkah pelaksanaan surveilans berbasis indikator
terpadu lintas sektor meliputi proses standarisasi surveilans penyakit,
pengumpulan data surveilans dari sumber [formal tiap sektor
berdasarkan pola waktu, geografis, musim, dan lainnya, pengambilan
spesimen dan pengelolaan spesimen di laboratorium diagnostik,
pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan interpretasi data
bersama, penyusunan laporan hasil analisis data bersama dan
diseminasi laporan, berbagi data antar sektor, memberikan umpan balik
kepada sumber informasi dan pihak terkait serta pelaporan resmi ke
organisasi internasional.

3. Surveilans Triangulasi

Surveilans triangulasi merupakan salah satu penerapan surveilans
dan/atau penelitian tertarget yang direncanakan secara terpadu
melibatkan tiga sektor (kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan
kesehatan satwa liar) dan bertujuan untuk penemuan patogen
baru/virus penyakit infeksius baru (new-EIDs) zoonosis yang berpotensi
risiko terjadinya perpindahan habitat spesies {spill over) patogen secara
antar muka (wer face) antara satwa liar, hewan peliharaan/ternak, dan
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manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan surveilans triangulasi yang
melibatkan tiga scktor terkait.

Tabel 4. Kerangka Kerja Pelaksanaan Surveilans Berbasis Kejadian,
Survel]ans Berbasls lnd1kator dan Survedans 'l‘rxangulase

Tcrpudu
1. Potunjuk Teknis | 1. Perencanaan Terpadu 1. Laporan
Surveilans Surveilans Lintas bersama lintas
Zoonosis Terpadu Lintas | Sektor sektor  hasil
dan/atau Sektor pelaksanaan
penelitian a Pemetaan surveilans
penyeakit infeksius infrastruktur Zoonosis
baru sckloral b, [dentifikasi dan dan/atau
2. Sumber Daya analisis penelitian
Manusia  [SDM) pemangku penyakit
pelaksana kepentingan infeksius barw
surveilans ¢ [dentifikasi 2. Data hasil
dan/atau zoonosis  dan surveilans
penelitian penyakis sebagai bahan
3 Jejaring infeksius  baru penetapan
laboratorium prioritas siluast
sektoral dan d. ldentifikasi dan/atau
jejaring tujuan stalus
laboralorium One surveilans epiderniologi
Health terpacdu  lintas penyakit
4. Sistem  informasi sekior
scktoral dan SIZE | 2. Pelaksanaan
S. Institusi  terkail |  survellans
dalam surveilans zoonosls danfatau
zoonosis dan/ ata penclitian penyakit
penelitian infieksius baru
penyaldt infeksius | terpadu lintas
baru terpadu sector -
lintas sektor a. Standarisasi Sektoral
6, Keterlibatan surveilans dan
masyarakat penyakit Terpadu
7. Dukungan b. Standarisasi Lintas
anggaran teknik Sektor
diagnostik
laboratorium
c. Pengumpulan
dan pengolahan
data
d. Pengumpulan, | Sekloral
transportasi,
penyimpanan,
dan
pemeriksaan
spesimen di
laboratorium
€, Analisis dan | Torpadu
interpretasi Lintas
data bersama Sektor
[, Pembuatan Terpadu
laperan Lintas
bersama  dan | Sektor
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diseminasi
laporan
g. Berbagi data | Terpadu
dan informasi | Lintas
lintas sektor Sektor
h. Memberikan Terpadu
umpan balik | Lintas
kepada sumber | Sektor
informasi
i. Pelaporan resmi | Sektoral
ke badan dunia | (Pusat)
(WHO/WOAH)
3. Penyclidikan Terpadu
Epidemiologi Lintas
Terpadu Lintas [ Scktor
Sektor
Pemantauan dan Evaluasi
Indikator [nput | Indikator Proses | Indikator Qutput

*Pelaksanaan surveilans zoonosis scktoral berpedoman pada
Pedoman/Petunjuk Teknis Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius
Baru di masing-masing kementerian teknis.

Surveilans Kematian

Surveilans kematian  adalah suatu  proses terus-menerus
berkesinambungan untuk identifikasi kematian, mengkaji faktor-faktor
penyebab kematian, menganalisis dan menginterpretasi informasi yang
terkumpul, dan bertindak sesuai hasil yang ada untuk mengurangi
kematian di masa mendatang.

Surveilans kematian ini dapat menangkap kejadian penularan infeksi
zoonosis dan penyakit infeksius baru yang telah meluas dalam waktu
yang singkat atau belum diketahui penyebab patogennya dan belum
tertangkap pada beberapa metode surveilans lainnya.

Tabel 5. Kerangka Kerja Pelaksanaan Surveilans Kematian

- Dukungan Suber . T ah a p anPclaks anaan | Hgs il Kegiatan
' _Dava i R : L
1.Data kematian | 1. Penentuan definsi | 1. Laporan hasil
manusia dani operasional - Informasi
instansi terkait, | 2. Pengumpulan data kematian faktor
sistern informasi manusia dari sumber data penyebab
atau sumber lainnya resmi kematian
2.Instansi yang | 3. Pengumpulan data kematian - Analisis
menangani manusia dan/atau hewan potensi risiko
penerbitan dari sumber data resmi munculnya
keterangan, 4. Pengumpulan data kematian kedaruratan
pencatatan atau dari kejadian uar biasa keschatan
penerbitan akta | 5. Verifikasi penyebab kematian yang  tidak
kematian manusia B, RFSPO“ invcstigaai bila terdeteksi
3.Data kematian diperlukan surveilans
hewan/satwa liar | 7. Penyusunan laporan penyakit
dari instansi terkait, bersama 2. Rekomendasi
sistem informasi dan rencana
atau sumber lainnya tindak lanjut
4.Dinas daerah yang surveilans
menangani  bidang terpadu
surveilans
5. Anggaran
| Pemantauan dan Evaluasi
Indikator Input | Indikator Proses | Indikator Cutput
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D. Para Pemangku Kepentingan (Stakehoiders) dan Peran dalam Pelaksanaan
Surveilans Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Terpadu Lintas Sektor

Tabel 6. Pemangku Kepentingan dan Peran dalam Pelaksanaan Surveilans

~ Stakcholders/instansi

Zoonosis dan Penyakit lnfcksms Baru Tc padu Lintasor

Tingkat Pusat

Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayann

- Keasdepan Pengendalian dan

Penanggulangan Penyalcit
(P2P) )
- Biro Sistern Informasl  dan

__Pengclolaan Data (SIPD)

- Koordinasi,

sinkronisasi dan pengendalian
pérumysan dan  pelaksanaan  program
survellans zoonosis dan penyakit infeksius
haru tefpadu lintas sektor nasional
Dukungan pengelolaan data dan  sistem
informasi terpadu lintas sectot

Kemenierian Kesehatan
- Direktorat Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit
Menular (P2PM)

- Dircktorat  Swrveilans  dan
Kekarantinaan Keschatan

- Jejaring Laboratorium
Keschatan Masyarakat:
BBTKL-FP (Jakarta,
Surabaya, Jogyakaria,
Banjarbaru), BTKL-PP

{Medan, Batam, Palembang,
Makasar, Ambon, Manado),
Labkesda, lab lainnya)

BBLK (Jakarta, Surabaya,
Palembang, Makassar)
B2P2VRP Salatiga, Lab BTDK
(BKPK)

- Pembinaan

- Pelaporan fesmi ke organisasi internasional

teknis  surveilans  kepada
pelaksana  surveilans  sektol  keschatan
masyarakat di daerah, jejaring lab kesehatan
masyaralkal dan pelapofan real time melalui
sistem informasi sektor kesehatan
masyarakat yang dintegrasikan ke SIZE
dalam program surveilans terpadu

(World Health Organization/WHO)

Kementerian Pertanian
- Dircktorat Kesehatan Hewan

+ Pembinaan

teknis  surveilans  kepada
pelaksana surveilans scktor keschatan hewan

Spesies dan Genetik (KKHSG)
- Balai Besar/Balai Konservasi
Sumberdaya Alam
- Balai  Besar/Balai
Nasional

Taman

- Dircktorat Kesehatan di dacrah, jejaring lab veteriner dan pelaporan
Masyarakat Veteriner real tme melalui sistem  informasi scktor
- Jejaring Laboratorium kesehatan hewan (ISIKHNAS| yang
Veteliner diintegrasikan ke SIZE dalam program
BBVet [Wales, Denpasar, sulvellans terpadu
Maros) - Pelsporan resmi ke orgnrusasl internasional
BVet (Medn, Subang, (World Organization for Animal
Bukittinggi, Lampung, Health/WOAH)
Banjarbaru)
Loka veteriner Jayapura
Balai Besar Penclitinn
Veteriner
Kementerian Lingkungan | - Penyusunan norma, standar, prosedur, dan
Hidup dan Kehutanan kriteria di bidang keschatan satwa liar
- Direktorat Konservasi | « Pembinaan  teknls  surveilans kepada
Keanckaragaman Hayati pelaksana surveilans scktor keschatan satwa

liar di daerah/lembaga konservasi, jejaring lab
veteriner dan pelaporan aktual melalui sistem
informasi scktor keschatan satwa liar (SEHAT
SATLI} yang diintegrasikan ke SIZE dalam
progfam surveilans telpadu

Pelaporan resmi ke organisasi intertasional
(World Organization far Animal
Health/WOAH)
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Badan Riset dan Inovasu

Nasional (BRIN)

- Organisasi Riset Keschatan

- Pusat Riset Biomolekular
Eijkman

- Pusat Riset Veteriner

Penelitian  genomik  terhadap  patogen
penyebab penyakit yang telah endemis di
[ndonesia

- Peneliian terpadu lintas sektor dalam
penemuan patogen baru (Penyakit infeksius
baru/new-EIDs) yang berpotensi risiko wabah
zoonosis di Indonesia.

- Bekerjasama dengan Jejaring Laboratorium
sektoral dan perguruan tinggi (Jejaring
Laborgtorium One Health)

- Memberikan dukungan teknis metode

pengujian laboratorium berdasarkan hasil

penelitian.

Kementerian Dalam Negeri

- Direktorat Manajemen
Penanggulangan  Bencana
dan Kebakaran (MPBK)

- Dit.  Sinkronisasi Urusan

- Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah
dan mendorong penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bencana non &lam zoonosis
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar

Laboratorium FKKM-UGM,
Laboratorium FK  UNDIP,
Laboratorium FK UNPAD, Lab
FKH UGM, Laboratorium FKH
IPB Universitas, Laboratorium
PSSP IPB Universitas dan Lab
pada  Universitas  lainnya
sebagai  anggota  Jejaring
Laboratorium INDOHUN

Pemerintahan Daerah | Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
{SUPD) III Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota Memberikan
dukungan kebijakan untuk pelaksanaan

surveilans terpadu di daerah
Jejaring Laboratorium | Melaksanakan kerjasama dengan jejaring lab
Universitas, INDOHUN lainnya dalam Jejaring Laboratorium One Heaith
Laboratorium FK-UL | (JLOH) guna mendukung program surveilans

terpadu

- Laboratorium Keschatan
Daerah

Di Tingkat Daerah

Perangkat Daerah Keschatan |- Melaksanakan kegiatan surveilans zoonosis

Masyarakat (Provinsi, dan penyakit infeksius baru terpadu di daerah

Kabupaten/Kotai - Melaksanakan input data hasil suryeilans ke
Dinas Keschatan Provinsi dalam sistem informasi

- Dinas Keschatan | - Mencatatkan respon terhadap peringatan
Kabupaten /Kota terhadap kejadian penyakit ke dalam SIZE

- Merekomendasikan langkah mitigasi dan
respon pengendalian penyakit
Melaksanakan respon cepat

Perangkat daerah yang
membidangi fungsi keschatan
hewan provinsi,
kabupatcn/kota
Dinas Peternakan dan
Keschatan Hewan Provinsi
- Dinas Peternakan dan
Keschatan Hewan
Kabupaten/Kota
- Labkeswan
Puskeswan

- Melaksanakan kegiatan surveilans
zoonosis/penyakit infeksius baru terpadu di
daerah

- Melaksanakan input data hasil surveilans ke
dalam sistem informasi (iISIKHNAS)

- Mencatatkan respon terhadap peringatan
terhadap kejadian penyakit ke dalam SIZE

- Merekomendasikan langkah mitigasi dan
respon pengendalian penyakit

- Melaksanakan respon cepat

Perangkat daerah yvang
membidangi fungsi kesehatan

lingkungan dan _kehutanan

- Memberikan dukungan teknis pengelolaan
lingkungan hidup untuk pencegahan zoonosis
dan penyakit inficksius baru
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. Stakeh olders/Instan 8i | “Périan Pe laksiana an S0 reili e rpaas
(provinsi/kabupaten/kota/UP |- Melaksanakan koordinasi dengan Balai
T Besar /Balai KSDA setempat guna mendukung

program surveilans terpadu
- Merekomendasikan langkah mitigasi dan
respon pengendalian penyakit
s - Melaksanakan respon cepat
- Dinas Kependudukan dan Menyediakan data kematian manusia dan

Catatan Sipil Provinsi dan sistem informasi kepada Dinas

Kabupaten/Kota Kesehatan /pelaksana surveilans
- Dinas yang | - Menyediakan data informasi penerbitan

menyelenggarakan  layanan keterangan, pencatatan atau penerbitan akta

pemakaman provinsi dan kematian
kabupaten/kota
Mitra Kerja
- Lembaga Konservasi - Memberikan dukungan informasi dari
- Lembaga Swadaya masyarakat dan mobilisasi masyarakat,
Masyarakat kontra hoax
- Pemuka masyarakat - Peningkatan kapasitas kalangan profesional,
- Relawan /kader komunikasi risiko, pertimbangan teknis
- Asosiasi Proficsi ilmiah
- Pakar/Akademisi - Memberikan dukungan operasional dan

- Mitra internasional bantuan teknis

- Mitra terkait lainnya

E. Mckanisme Koordinasi
Pengorganisasisan Kelompok Kerja Surveilans Terpadu Zoonosis dan
Penyakit Infeksius Baru Terpadu Lintas Sektor berada di bawah Tim
Koordinasi Pencegaban dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius
Baru, di tingkat pusat dan dacrab. Kclompok kerja melibatken sektor
kesehatan masyarakat, keschatan hewan dan keschatan satwa liar serta
sektor terkait lainnya, di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Kementerian
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan di tingkat
dacrah dikoordinasikan olch Sckretariat Dacrah,

1. Tugas kelompok kerja di pusat:
a, Mclaksanakan pertemuan kelompok kerja sccara berkala atau

sewaktu-waktu diperlukan;

b. Berbagi data dan informasi lintas sektor;

c. Mengembangkan alat bantu pelaksanaan surveilans terpadu lintas
sektor;

d. Melaksanakan pembinaan teknis dan pemantauan surveilans

terpadu lintas sektor ke daerah; dan
e. Melaksanakan analisis dan rekomendasi teknis dan kebijakan.
2. Tugas kelompok kerja di daerah:
a. Melaksanakan surveilans terpadu lintas sektor;
b. Melaksanakan tata laksana respon lintas scktor terhadap alert SIZE;
c. Berbagi data dan informasi lintas sektor; dan
d. Melaksanakan analisis dan rekomendasi teknis,

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk memantau Ketersedizan dukungan
sumber daya, tahapan pelaksanaan sesuai déngan perencanaan secara
tepat  waktu dan tepat sasaran, dan untuk mengindentifikasi
masalah/kendala dalam pelaksanaan surveilans zoonosis dan penyakit
infeksius baru terpadu lintas scktor.

Evaluasi dilakukan untuk: (1) menilai efektivitas kegiatan surveilans
zoonosis dan penyakit infeksius baru terpadu lintas sektor berdasarkan
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informasi yang dihasilkan selama pemantauan, (2) menilai tingkal capaian

tujuan yang ditetapkan, (3] menghasilkan rekomendasi peningkatan

kualitas surveilans.
Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, menggunakan indikator
sebagal berikut:

1. Indikator input adalah tersediannya sumber daya yang dibutubkan
untuk melaksanakan Kegiatan surveilans zoonosis dan penyakit
infeksius baru terpadu lintas scktor, meliputi standar dan panduan
teknis, sumber daya manusia pelaksana surveilans yang terlatih, sarana
dan prasarana pengambilan dan pengelolaan spesimen hingga pengujian
laboratorium, sistem informasi pelaporan, dan ketersediaan anggaran
yang memadai,

2. Indikator proses adalah terlaksananya rangkaian tahapan kegiatan
surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru terpadu lintas sektor
sesuaj perencanaan surveilans yang disepakatl bersama lintas sektor.

3. Indikator keluaran (output) adalah terdokumentasinyn kegiatan
surveilans zoonosis dan penyakit infeksius baru terpadu lintas sektor,
meliputi laporan bersama hasil surveilans, menghasilkan data yang
berkualitas dan diinformasikan scbagai vmpan balik kepada sumber
informasi dan penyedia data.

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIKX INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR BFFENDY
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LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 7  TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU

PENENTUAN ZOONOSIS PRIORITAS

A. Pendahuluan
Mitigasi yang efektl dari dampak zoonosis endemik dan penyakit
infeksius baru yang penting bagi keschatan masyarakal membutuhkan
kolaborasi multisektor dan kemitraan interdisipliner. Deteksi, respon dan
pengendalian penyakit secara ceépal pada sumbernya, termasuk yang
disebabkan oleh wabah zoonosis, sangat penting untuk mengurangi dampak
penyakit. Namun kenyataannya upaya ini memerlukan mobilisasi dan
berbagi sumber daya dalam upaya pengembangan kapasitas. Terkait ini,
otoritas pemegang kesehatan perlu melakukan prioritisasi zoonosis yang
disepakati secara lintas sektor. Prioritisasi penyakit memungkinkan
pengembangan kapasitas dan alokasi sumber daya yang efektif untuk
meningkatkan pengawasan, memandu penelitian, dan meningkatkan
protokel kesiapsiagaan dan respon dan mendukung kesehatan global.
Proses prioritisasi zoonosis dapal menggunakan berbagai perangkat
yang telah tersedia seperti pemrioritasan zoonosis (OHZDP) dari Centers for
Disease Control and Prevention (CDC), ECDC dan perangkat prioritisasi
Jainnya. Pedoman ini diadaptasi dari perangkal prioritisasi penyakit
zoonosis (One Health Zoonotic Disease Prioritization Tools-OHZDP tools)
karena mempertimbangkan pendekatan kualitatif, semi kuantitatif dan
kuantitatif. Pemrioritasan zoonosis dilakukan dengan melibatkan
perwakilan dari scktor keschatan manusia, hewan, dan lingkungan, serta
mitra terkait lainnya, untuk memprioritaskan penyakil zoonosis yang
ditangani bersama secara multiscktoral dengan pendekatan One Health,
Proses ini bersifat transparan dan setara dengan memasukkan input dari
semua sektor di tingkat nasional dan pemerintah yang terlibat yang bekerja
pada antarmuka manusia-hewan-lingkungan.
1, Tujuan
Tujuan pedoman digunakan untuk:
a. menyusun zoonosis prioritas;
b. menyusun langkah-langkah pengendalian dalam suatu rencana aksi
secara multi sektor dengan pendekatan One Health; dan
c. menyusun rencana mobilisasi sumber daya lintas seklor dalam
meningkatkan surveilans dan pemantauan zoonosis, memandu
penelitian, dan meningkatkan protokol kesiapsiagaan dan respon.
2. Sasaran Pengguna
Kementerian/Lembaga Nasional
3. Ruang Lingkup
a. Persiapan dan Perencanaan;
b. Pelaksanaan Lokakarya;
c. Finalisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut;
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B. Kerangka Kerja Pelaksanaan Penentuan Zoonosis Prioritas

Gambar 1. Kerangka Kerja Pelaksanaan Penentuan Zoonosis Prioritas
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Pelaksanaan Penentuan Zoonosis Prioritas
Secara umum kegiatan Pemrioritasan Zoonosis memiliki 3 tahapan yaitu:

2022, No.1136

(A) persiapan dan percncanaan, (B} lokakarya, dan [C) fnalisasi dan
penyusunan rencana tindak lanjut, Dalam pelaksanaan perlu dukungan
sumber daya dari kementerian/lembaga yang dilakukan melahui proses
tahapan Kegiatan sesuai pedoman dengan keluaran mendapatkan daftar

hasil zoonosis dan rencana tindak lanjutnva.

Tubel 1. Proses Pelaksanaan ([nput, Proses dan Keluaran) Penentuan

Znonosis Prioritas

Input

‘Proses”

g — ~>

b v Vs o
T e —
Keluaran

Dukungan sumber daya

berupa

1. Duicungan staf
(sebagai fasilitator
dan anggota hak
suari) serta observer

2, Kajian literatur
ZOUNOSIS

3. Data hasil surveilans
masing-masing
sektor dan terpacu

4. Fasilitasi kegutan
persiapan dan
lokakarya

Tahapan pelaksanann

Kegiatan pemrioritasan

Z00Nosis

A. Pra Lokakarya
|Persiapan dan
Perencaniman sebelum
Lolceikarya Penentuan
Zoonesis Prioritas|

B, Pelaksanaan
Lokakarya Pencntuan
Zoenosis Priotitas

C. Finalisasi dan
Rencana Tindak
Lanjut Penentuan
Zoonesis Prioritas

Keluaran dan hasil

kegiatan

1. Dafiar hasil zoonosis
prioritas yang
discpakati

2. Penetapan hasil
Z00nosis prioritas

3. rencana tindak lanjut
bersama terhadap
zoonesis prioritas

Tahapan dan proses pemrioritasan zoonosis diuraikan melalul proses

berikut,
2. Pra

Penentuan Zoonosis Prioritas)
a. Identifikasi Tim Perencana inti

Lokakarya (Persiapan dan Perencanaan sebelum Lokakarya
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Tim perencana inti bertanggung jawab melakukan semua
perencanaan dan persiapan untuk pelaksanaan pelatihan fasilitator
dan lokakarya Pemrioritasan penyakit zoonosis. Tim inti terdiri dari:
1) Kementerian Kesehatan;
2) Kementerian Pertanian;
3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
b. Menentukan waktu pelatihan fasilitator dan lokakarya.
c. Peserta lokakarya terdiri dari:
1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan sebagai koordinator;
2) Kementerian/Lembaga selaku anggota hak suara (voting member)
dan fasilitator; dan
3) Ahli, organisasi profesi, dan mitra pemerintah selaku penasihat
atau pemantau.
d. Membuat daftar awal zoonosis yang menjadi perhatian utama yang
akan diprioritaskan dalam lokakarya.
e. Melakukan kajan literatur terhadap daftar awal penyakit zoonosis.
3. Pelaksanaan Lokakarya Penentuan Zoonosis Prioritas
Fasilitator akan memimpin berbagai tahapan proses Pemrioritasan
penyakit  zoonosis selama lokakarya, Setiap tahapan proses
Pemrioritasan penyakit zoonosis hergantung pada tahapan sebelumnya.
Finalisasi dafltar awal zoonosis yang untuk diprioritaskan;
Mengembangan kriteria;
Mengembangkan pertanyaan penilaian;
Meranking kriteria;
Memprioritaskan penyakit-penyakit zoonosis;
Mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dan rencana aksi
untuk pemberdayaan multisektor dengan pendekatan One Health.
4. Finalisasi dan Rencana Tindak Lanjut Penentuan Zoonosis Prioritas
a. Mendiskusikan dan menyepakati rencana tindak lanjut berdasarkan
untuk setiap zoonosis yang discpakati dari hasil lokakarya;
b. Advokasi dan implementasi langkah-langkah selanjutnya dan
rencana aksi untuk zoonosis prioritas vang dirckomendasikan;
c. Menyusun Laporan.

mo a0 o

Catatan:
1. Legal formal kcsepakatan zoonosis prioritas akan ditetapkan dalam surat
keputusan Menteri Koordinator PMK.
2. Pemrioritasan zoonosis dilakukan secara reguler paling sedikit satu kali
dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu jixa diperlukan.

D. MEKANISME KOORDINASI
1. Dalam pelaksanaan Pemrioritasan zoonosis perlu dibentuk kelompok
kerja dibawah Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
dan Penyakil Infeksius Baru.
2. Daftar zoonosis prioritas disampaikan oleh pokja kepada ketua tim
koordinasi sebagai masukan penctapan kebijpkan tentang daftar
penyakit wajib lapor dan rencana tindak lanjut lintas sektor.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI )

1. Pemantauan dilukukan terhadap proses peloksanaan pemrioritasan
zoonosis [sejak persiapan, pelaksanaan sampai hasil didapatkan dan
dilaporkan) seperti yang tclah dijelaskan dalam batang tubuh Peraturan
Menteri Koordinator ini.
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2. Evaluasi dilakukan terhadap berbagal indikator termasuk dukungan
sumber daya, proses dan hasil untuk perbaikan ke depan.

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

% =
MUHADJIR EFFENDY
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU

PETA JALAN OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
ZOONOSIS DAN EMERGING INFECTIOUS DISEASES (SIZE)

BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyakit menular yang selama ini terjadi pada hewan dan manusia
dimulai dari patogen hewan lain sebagai inangnya. Dalam kasus ringan-
sedang penyakit menular muncul secara sporadis atau meningkat menjadi
epidemi terbatas, namun pada kasus ekstrim akibat munculnya penyakit
baru dapat berdampak parah seperti Pandemi COVID-19. Munculnya
penyakit mencerminkan keseimbangan dan ketidakseimbangan dinamis,
dalam ekosistem kompleks yang terdistribusi secara global yang terdiri dari
manusia, hewan, patogen, dan lingkungan, Wabah COVID-19 yang terjadi di
awal tahun 2020, menjadi buktikan potensi antar muka hewan-manusia
dari suatu zoonosis yang kemudian meledak menjadi pandemi dan krisis
kemanusiaan.

Pendekatan One Health memerlukan aliran data lintas sektor di dalam
sistemn masing-masing dan Keterhubungannya bersama sccara rutin dan
berkesinambungan schingga dapat dimanfaatkan oleh semua scktor dan
otoritas di program kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan
lingkungan secrta satwa liar. Sistem informasi zoonosis dan emerging
infiectious diseases atau disecbut SIZE adalah sistem informasi yang
mengintegrasikan berbagai data penyakit scktoral, peringatan suatu
kejadian penyakit, pencatatan respon dan analisis.

2. Maksud

Memberikan pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah,
pemerintah desa dan mitra kerja dalam peningkatan sinergi, kerja sama,
dan kolaborasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi
kebijakan operasionalisasi dan pengembangan Sistem Informasi Zoonosis
dan EIDs (SIZE).

3. Tujuan
a. Referensi operasionalisasi dan pengembangan SIZE Nasional oleh

Kementerian dan Lembuga terkait, baik di tingkat pusat maupun dacrah.
b. Alat komunikasi bagi pengelola sistern informasi lintas scktor dalam

rangka advokasi, koordinasi, dan evaluasi kemajuan pengembangan

SIZE Nasional.
¢. Acuan lembaga lain yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga

dan organisasi perangkat dacrah dalam rangka operasionalisasi dan

pengembangan sistem informasi Zoonosis dan ElDs di program
kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan satwa liar agar
terintegrasi dengan SIZE Nasional.
4. Sasaran Pengguna
Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah aan mitra kerja.
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5. Sasaran operasionalisasi dan pengembangan SIZE Nasional
Petugas lapangan, pengelola program, pengelola sistem  informasi,
perumus dan pengambil kebijaKan hintas sektor.
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BAB II
REVIU

1. Hasil penilaian kapasitas Indonesia tahun 2017 melalui Joint External
Evaluation (JEE) World Health Organization sebagai berikut:

a. Penilaian dari arca teknis surveilans real time masih belum maksimal

(skor 3 dari skala 5), atau dalam kategori “kapasitas dikembangkan”

b. Penilaian dari indikator zoonosis masih belum maksimalk

1) Sistem surveilans untuk penyakit/patogen zoonosis prioritas (skor 3
dari skala 5), atau dalam kategori "kapasitas dikembangkan”

2) Mekanisme untuk menanggapi penyakit menular dan penyakit
zoonosis potensial ditetapkan dan berfungsi (skor 2 dari skala 5),
atau dalam kategori “kapasitas terbatas”.

2. Pengembangan SIZE oleh Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, dimulai
pada 2015, namun kemudian terhenti seiring dengan berakhirnya masa
tugas pada akhir 2017,

3. Pada 2018 Kementan dan FAO berinisiatil untuk melakukan pembaruan
menjadi SIZE 2.0 agar bisa digunakan oleh petugas lapangan khusus untuk
penanganan rabies.

4. Hasil identifikasi internal Kementerian Kesehatan dalam integrasi sistem
informasi, diketahui ada sckitar 400 aplikasi yang berjalan di berbagai unit
kerja. Banyaknya jumlah aplikasi berdampak pada beban kerja input data
di puskesmas sebagai unit layanan keschatan terdepan, setiap puskesmas
rata-rata menginputkan data ke 30 aplikasi.
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BAB III
URGENSI

1. Pertimbangan bagi pemerintah pusat
a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019
Peningkatan kemampuan surveilans yang terkdit dengan bidang
pencegahan dan deteksi sesuai lampiran rencana aksi pelaksanaan
kepada Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, KemenLHK, KemenKKP
dan kementerian/lembaga lain yang dianggap perlu.
b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
Strategi Peningkatan Pengendalian Penyakit menempatkan
perlunya perhatian khusus pada - penyakit infeksi baru dan penyakit
vang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, yang mencakup
surveilans real time dan penguatan health security terutama peningkatan
kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap
ancaman penyakit termasuk penguatan sistem alert kejadian luar biasa.
¢. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional:
Strategi kunci reformasi sistem kesehatan nasional salah satunya
adalah surveilans penyakit terpadu, real time & berbasis laboratorium
serta berbasis masyarakat.

2. Pertimbangan bagi pemerintah daerah

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minima! Sub-

Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi:

1) Pelayanan informasi rawan bencana;

2) Pclayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan

3) Peclayanan penyclamatan dan evakuasi korban bencana.

4) Dalam hal pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 (3) kegiatan pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah respon cepat
Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas, terdiri
dari:

a) investigasi/ penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah (zoonosis
prioritas) untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru,
penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan
pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium;

b} penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis
prioritas); ’

c) tindakan cepat penanganan epidemi/ wabah penyakit (zoonosis
prioritas), yang direspon 24 jam sclelah laporan, deteksi dini, dan
tindakan (cknis (tata laksana kasus/ isolasi/pengecbalan
/pengobatan/komunikasi risiko).

b. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Peclayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Keschatan dalam pengaturan Pasal 2 disebutkan bahwa
Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Dacrah Provinsi terdiri atas:
1) pelayanan keschatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan

akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
2) pelayanan Keschatan bagi penduduk pada kondisi ke jadian luar biasa
provinsi.
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BAB |V
PETA JALAN

Untuk mencapai ketahanan nasional, diperlukan peta jalan penguatan SIZE
Nasional. Dalam rangka untuk mewujudkan operasionalisasi dan
pengembangan SIZE Nasional maka diperlukan visi ke depan yaitu
“Terwujudnya SIZE Nasional terpadu untuk mendukung ketahanan nasional
dan program zoonosis dan PIB dengan misi “Penerapan SIZE Nasional
terkoordinir dan terpadu dalam kerangka One Health untuk mendukung
surveilans zoonosis dan PIB secara efckiifl dan efisien menerapkan prinsip
pertukaran data yang cfektif”, Untuk itu, Peta Jalan SIZE dibagi ke dalam tahap
scbagaimana Gambar 4,

Gambar 4, Tahapan Opecrasionalisast dan Pengembangan SIZE Nasional
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Untyuk mendukung tujuan tersebut, maka diperiukan komitmen dari semua
aspek sebageimana diberikan pada Tabel 7 berikut agar dapat memaksimalkan
prinsip-prinsip pencrapan dan pengembangan serta implementasi SIZE

Nasional
Tabel 7. Kerangka Kerja Implementasi SIZE Nasional
Input Proses Out put
1. Regulasi tata kelola SIZE | 1. Sekretariot POKJA | 1. Regulasi dan SOP
di pusat dan dacrah SIZE 2, S:af yang kempeten
2, Pendanaan 2. Perlemuan rutin dan terlatih
berkelanjutan di | 3. Pelatihon 3. Tata kelola SI/TI
Kementerian/ Lembaga 4. Supervist 4. Standard data
dan daerah 5. Pengembangan modul | 5. Panduan teknis
3 Penyediaan Zoonosis baru SIZE
Infrastruktur SI/T] 6. Penyusunun standard | 6. Integrasi  dengan
4. Sarana, prasarana data Modul baru
pendukung  surveilans | 7, Layanan SI/TL | 7. UPT yang
zoonosis dan PID (troubleshooting, menggunakan SIZE
5 Tata  laksana  dan technical suppor) 8. Petugas yang dilatih
dolcumen 9. Kegiatan discminasi
6. Kemitraan dengan dan advokasi
masyarakat
7. Kemitraan dengan
development partner
Cutcome:
L. Pemanfaatan data SIZE untuk koordinasi lintas Kemecnterian/Lembaga dan
Crganisasi Peranglkat Daerah
2. Pengetahuan SIZE meningkat
3. Budaya berbagi data
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4. Kemanfaatan SIZE untuk pengambilan keputusan pencegahan, deteksi dini dan
respon

Dampak:
1. Ketersediaan data dan informasi zoonosis dan PIB semakin baik (lengkap, tepat

waktu)
2. Rekomendasi pengambilan keputusan
3. Alert yang bermanfaat

Petajalan SIZE Nasional ini dipetakan kegiatannya dalam beberapa tahapan
pelaksanaan, yang disesuaikan dengan tahun berjalan, agar dapat maksimal
untuk dicapai, sebagaimana dapat dilihat dalam matrik kegiatan untuk setiap

fase serta instansi pelaksanaanya menurut target tahun.

FASE KESEPAKATAN

Keputusan Deputd il
Kemenko PMK tentang
Kelompok Kerja
Koordinasi

Pencegahan, Deteksi
dan Respon
Zoonosis/PIB Lintas
Sektor (termasuk di
dalamnya Sub POKJA
Operasionalisasi SIZE)

Kemenko PMK

1.2

Migrasi SIZE dari
BJIK/BPPT {BRIN)
melalui Biro Sistem
Informasi dan
Pengelolaan Data
Kemenke PMK ke
Kementerian

Komunikasi

Informatika

(Kemkominfo]

dan

Penanggung
BRIN

Jawab:

Terkait: Kemenko PMK,
Kemkominfo, BRIN

1.3

Pendaftaran
sebagai  PSTE
Kemkominfo, dan
Pengajuan HAKI SIZE
ke Kemenkumham

SIZE
ke

Penanggung
Kemenko PMK

jawab:

Terkait:
BRIN,
Kemenkumham

Kemkominfo,

14

Pengajuan
Kelengkapan PSE
sistem pendukung
SIZE: SKDR
(Kemenkes),
SchatSath (KLHK) dan
ISIKHNAS (Kementan)
melalui Kemkominfo

Penanggung
Kemenko PMK

jawab:

Terkaiu
Kemenkes,
dan KLHK

Kemkominfo,
Kementan
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© Kegistan | InstansiPelaksana | oo lor -
1.5 | Pembentukan tata | Penanggung jawab: | ¥
kelaia duan tim | Kemenko PMK
pengelela SIZE di Biro
Sistemn Informasi dan | Terkait: BRIN,
Pengelolaan Data | Kemkominfp
Kemenko PMK
16 | Pemantanan dan | Penanggung jawab: v v
cvaluasi Kementerian Teisnis
sccara bergantian
Kemenkes, Kementan,
KLHK dan BRIN
Pemerintah Provinsi
Pemenintah
Kabupaten/ Kota
Terkait: Kemenko PMI,
Kemendagri, Bappenas,
Kemkominfo, dan
Kementerian/Lembaga
terkait scrta development
partner
i
2 FASE PERLUASAN
2.1 | Kesepakatan Penanggung jawab, v
pemilihan dacrah | Kemenk o PMK
{provinsi, dan
kabupaten/kota) Terkait; Kemenkes,
untuk perluasan SIZE | Kemes tan, KLHE,
modul rabies Kemk cmmfa, BRIN dan
Kementeri.an/Lembaga
terkait |
e e i
2.2 | Pelatihan Nasional FPcnanggung jawab: Y |
untuk pusat, provinsi | Kemenkes |
dan  kabupaten/keta I
untuk persiapan | Terkait: Kemenko PMK
perluasan SIZE | Kementan, KLHK dan
melalui modul | Kementericn/Lembaga
platform. One Heaith Lerkait
223 | Penguatan SIZE | Pencnggung jawab: v
[modul Rabics) untuk | Kemenkes
keterhubungan secara
otomatis melaluwi | Terkait Kemenko PMK
SKDR EBS Kementan, KLHK,
Kemkominfn, BRIN
24 | Penyediann Penanggungjawab! v
infrastruktur dan alh | Kemkominfp dan BRIN
teknologt serla
pengetahuan SIZE | Terk aitt Kemenko PMK,
untuk fase perlunsan | Kemenkes, Kementan,
. KLHK ___dan} i
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Kegwtan Instansi Pelaksana 5051 _2022“._? &5202341 5094
Kementerian/Lembaga
terkait
25 |Up coba dan | Penanggung jawab: v
pematungan serta | BRIN
pengembangan modul
petunjuk pelaksanaan | Terk ait: Kemenko PMK,
dan  teknis  untuk | Kemenkes, Kementan,
pelatiban SIZE modul | KLHK, KemKkominfo, dan
Rabics Kementerian /Lembaga
[pengembangan terkait
dengan SKDR EBS)
untuk pusat, provinsi
dun daersh
26 | Dukungan  regulasi | Penanggung jawab: v
dan akses anggaran | Kemenko PMK
untuk  implementasi
One Healh dan SIZE | Terkait: Kemendagri,
di tingkat dacrah KemendesaPDTT,
Bappenas,  Kemenkes,
Kementan, KLHK,
Kemkominto, BRIN,
BNPB, BPBD,
Pemerintah Daerah
(Sekda, Bappeda, Dinas
Keschatan, Instansi yang
membidangi  keschatan
hewan dan lingkungan,
B/BKSDA, Taman
Nasioval, dan 1nstansi
yang terkait lainnya di
Provinsi dan Daerahy) dan
kementerian /lembaga
terkait
2.7 | Pelatihan SIZE modul | Pehanggung jawab: v 5 T
Rabies Di tingkal Pusar:
(Pengembangnn) Kementerian Telenis
untuk  Pusat, dan | secara bergantian  di
Daerah Pusat:
Kemenkes, Kementan,
KLHK dar: BRIN
Pemcrintah Provinsi
Pemevintah
Kabupaten/Kota
Terkait: Kemenko PMK,
Kemendagri, Pemerintah
Daervith dan
Rementerian/Lembaga
terkeait
- | -
2.8 | remantauan rutin dan | Penangg ung jawabi v
evaluasi penilaian D )
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dan pelaksanaan SIZE
modul Rabies
(Pengembangan) di
tingkat nasional

Kementerian Teknis
sccara bergantian di
Pusat:

Kemenkes, Kementan,
KLHK dan BRIN

Terkait: Kemenko PMK,
Pemerintah Da¢rah dan
Kementerian/Lembaga
terkait

29

Kompilasi modul dan
dokumentasi  tcknis
serta bisnis  proses
untuk dukungan
pengembangan
teknologi informasi
SIZE dalam
melengkapi modul
penyakit prioritas
zoonosis/PIB di dalam
kesepakatan OHZDP
Tahap I {3 Penyakit)

Penanggung jawab:
Kementerian Teknis
secara Dbergantian di
Pusat:

Kemenkes, Kementan,
KLHK dan BRIN

Terkaitt Kemenko PMK,
Kemkominfo, dan mitra

pembangunan

2.10

Pengembangan SIZE
{modul OHZDP)
dengan menilik
kepada
keterhubungannya
terhadap sistem a
luar SKDR, ISIKANAS
dan SehatSatli (yang
memungkinkan untuk
dilakukan) Tahap I (3
Penyakit)

Penanggung jawab:
BRIN

Terkait: Kemenkes,
Kementan, KLHK,
Kemkominfo, Kemenko
PMK

dan

Kementerian /Lembaga
terkait

Ujp Coba dan
Pematangan untuk
SIZE Pengembangan
Tahap |

Penanggung jawab:
BRIN

Terkait: Kemenko PMK,
Kemenkes, Kementan,
KLHK, Kemkominfo, dan
Kementerian/Lembaga
terkait

2.12

Pemantauan dan
Evaluasi

Penanggung jawab:
Di tingkat Pusat;
Kementerian Teknis
secara bergantian:
Kemenkes, Kementan,
KLHK dan BRIN

Pemerintah Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/Kota
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Terkait: Kemenko PMK,
Kemendagri, pemerintah
dacrah, Bappenas,
Kemkeminfo, dan
kementerian/iembaga
terkait serta mitra
pembangunan
2.13 | Diseminasi hasil | Kementerian Teknis N
pelaksanaan One | secam bergantian;
Health dan  SIZE | Kemenkes, Kememtan,
{modul Rabies dan | KLHK dan BRIN
pengembangan SIZE -
SKDR EBS} Terkait: Kemenko PMK,
Kemendagri, Bappenas,
Kemk ominfo, dan
kemen lerian /lembaga
terkiit sortu mitra
pembangunarn, dan
pemerintah daerah
3 FASE KETERPADUAN
3.1 | Kompilast modul dan | Penanggung jawab: v
dokumentasi  tcknis | Kementerian Teknis
serta bignis  proses | secara  bergantiun  di
untuk dukungan | Pusat:
pengembangan Kemenkes, Kementan,
Leknologi informast | KLHK dan BRIN
SIZE daiam
melengkapi modul | Terkait: Kemenko PMK,
penyalat prioritas | Kemkomiofn, dan mitra
zoonosis/PIB di dulam | pembangunan
kkesepakatan OHZDP
Tahap Il (+3 Penyakit)
32 | Pengembangan SIZE | Penanggung jawab: J
|modul OHZDP) | BRIN
dengan menilik
kepuda Terkait: Kemenkes,
keterhubungannya Kementan, KLHK,
terhadap sistem | Kemkominfo, Kemeni: o
lainnya (vang | PMK
memungkinkan untuk | dan
dilakukan) Tahap Il | Kementerian/Lembaga
[#3 Penyakit) terkail
33 | Ui cobi dan | Penanggung jawab: i v
pematangan  untuk | BRIN
SIZE Pengembangan
Tahap 11 Terk ait: Kemnenko PMI,
Kemenkes, Kementan,
KLHK, Kemkominfa, dan
Kementeriin/Lembaga
terkait
3.4 | Memperbahary: Penanggung jawab: ¥ &
mfrastruktur daa | Kemkominfo dan BRIN
analisa SIZE
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Kegiatan Instansi Peliaksana 5031 2092 | 5024
Pengembangan [dan [l | Terkait: Kemenko PMK,
serta  SIZE  modul | Kemenkes,  Kementan,
Rabies yang sedang KLHK, mitra
dijulankan i daeran pembangunan dan
Kementerian/Lembaga
terkait
35 | Ui coba dan | Penanggung jewab; v
pematangan serta | BRIN
pengembangan modul
untuk pelatihan SIZE | Terkait: Kemenko PMK,
Modul Pengembangan | Kemenkes, Kementan,
Tehap | dan 11 untuk | KLHK, Kembkominla, dan
Fusat, Provinsi dan | Kementerian/Lembaga
Dacrah terkait
3.6 | Pelatihan SIZE Modul | Penanggung jawab: v
Pengembangan Tahap | Di tngkat Pusat
| dan il, untuk Pusat, | Kementerian Telnis
Provinst dan Dacrah | sccara  bergantian  di
dengan metode | Pusat:
overiay SIZE  modul | Kemenkes,  Kementon,
Rabies sebelumnya KLHK dan BRIN
Pemerintah Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Terkait: Kemenko PMK,
Kemendagri, Pemerintah
Daerah dan
Kementerian/ Lembaga
terkait
3.7 | Pemantauan Rutin | Penanggung jawab: ¥
dan Evaluasi | Kementerian Teknis
Penilaian terhadap | secara  bergantian  di
kualitas  data  dan | Pusat:
pelaksanaan SIZE | Kemenkes, Kementan,
Modul Pengembungun | KLHK dan BRIN
Tahap 1 dan 1 di
Tingkat Nasional Terkait: Kemenko PMK,
Pemernntah Dacrah dan
Kementerian / Lem baga
terkai
3.8 | Implementation Penanggung jawab: Vv
rasearch pelaksanaan | Kementerian Teknis
overlay SIZE (Modul | secara  bergantian  di
Rabies) dan  SIZF | Pusat
modul Pengembungan | Kemenkes, Kementan,
tahap [ serta It untuk | KLHK dan BRIN
policy bref dan lesson
learneed Terkait: Kemcnko PMK,
Pemcrintah Dacrah dan
kementerian/lembaga .
terkait  serta  mitra i
| pembangunan 1
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3.9

Integrasi SIZE ke
dalam Satu Data

Penanggung jawab:
BRIN

Terkait: Kemenko PMK,
DTO Kemenkes,
Kementan, KLHK,
Kemkominfo, dan
Kementerian / Lembaga
terkait serta mitra
pembangunan

3.10

Pemantauan
evaluasi

dan

Penanggung jawab:

Di tingkat Nasional:
Kementerian Teknis
secara bergantian:
Kemenkes, Kementan,
KLHK dan BRIN

Pemerintah Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/ Kota

Terkait: Kemenko PMK,
Kemendagri, Bappenas,
Kemkominfo, dan
Kementerian/ Lembaga
terkait serta mitra
pembangunan

FASE KEHANDALAN

Uj independen

keandalan SIZE

Penanggung jawalb:
Kementerian Teknis

secara bergantian:
Kemenkes, Kementan,
KLHK dan BRIN

Terkait: Kemenko PMK,
Kemkominfo, dan
Kementerian /Lembaga
terkait serta mitra
pembangunan dan
pemerintah daerah

Pemanfaatan
untuk riset
pengembangan

' SIZE
dan

Penanggung jawab:
Kementerian Teknis
secara bergantian:
Kemenkes, Kementan,
KLHK dan BRIN

Terkait: Kemenko PMK,
Kemkominfo, Bappenas
dan )
kementerian/lembaga
terkait serta mitra

Pemerintah daerah

pembangunan dan i

<.
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BABV
MEKANISME KOORDINASI

Manajemen informasi One Health adalah merupakan Kkegiatan
pengumpulan, penyimpanan, validasi, analisis, visualisasi, interpretasi,
diseminasi, dan penggunaan data dan informasi One Health yang melibatkan
lintas sektor dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah hingga desa atau
kelurahan, Berbagai alat bantu telah digunakan di SIZE Nasional untuk
mengelola informasi kesehatan terkait Zoonosis dan EIDs, termasuk adanya
panduan dalam pengumpulan data pada program serta kegiatan uji coba.
Berikut ini adalah gambaran pengelolaan data dan informasi serta integrasi dan
koordinasi di skala SIZE Nasional.

Dukungan dan komitmen secara struktur kelembagaan dan organisasi
dalam penguatan SIZE dituangkan dalam bentuk kelembagaan, anggaran,
regulasi, dan penyediaan infrastruktur termasuk dukungan teknologi, informasi
dan komunikasi. Secara kelembagaan, di tingkat pusat terdiri atas Tim
Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat yang beranggotakan lintas
kementerian dan lembaga, dengan anggota di dalamnya adalah keanggotaan
yang termasuk dalam (1) Kelompok Kerja SIZE, (2) Kelompck Kerja Surveilans
Berbasis Masyarakal (SMB} dan (3) Kelompok Kerja Surveilans Terpadu serta (4)
Kelompok Kerja lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dan tertuang
di dalam Surat Keputusan (SK) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keschatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nomor 12/2021,
scbagai mana bagan berikut (Gambar 35).

Gambar 5. Pengorganisasian Pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
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Pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah memiliki tim koordinasi yang
beranggotakan Kelompok Kerja SIZE yang bertugas untuk melakukan: (a)
analisis dan rckomendasi, serta (b) pembinaan dan perluasan pengguna,
Sedangkan, pengembangan dan pemeliharaan SIZE dilakukan di Pokja SIZE
pada tim koordinasi tingkal pusat, sebagaimana dituangkan pada Gambar 6.
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Gambar 6. Mekanisme Koordinasi Kelompok Kerja SIZE
[ e | ;
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Masing-masing kementerian, lembaga dan instansi di tingkat pusat dan
daerab sampai dengan tingkat desa, memiliki peran dan fungsi dalam
melakukan kegiatan sebagaimana Peta Jalan SIZE Nasional dijelaskan, dimana
sctiap fungsi dan peran untuk setiap instansi dapat dilihat dalam matrik,
sebaguimana berikut pada Tabel 7,

Tabel 7. Fungsi dan Peran Setiap Instansi pada Operasionalisasi SIZE
Instansi Fungsi dan Perat
Kemenlerian dan Lembaga

I | Kementerian  Koordinator | Mengkoordinasikan, mensinergikan dan

Bidang Pembangunan | mengendalikan [KSP) kegiatan yang sifatnya

Manusia dan Kebudayaan | lintas scktor di pemerintah pusal, termasuk di

antaranya  adalah mempersiapkan  landasan

reguiast dan penyusunan kebijakan lintas sektor
dalam pelaksanaan One Health dan SIZE skala
nasional di tingkat pusat, dan dacrah.

2 | Kementerian Keschatan & Merumuskan kurikulum, silabus, dan modul
untuk pembelajaran One Health untuk SIZE
di tingkat pusat, provinsi dan daerah
!kabupaten/kota, bersama dengan
Kementerian/Lembagian lintas sektor
lainnva dan mitra pembangunan,

b, Peaanggung jawab pelatihan One Health
terkait  dengant  peéruntukan  SIZE  dan
Zoonosis/EIDs);

c. Menyelenggarakan pelatihan  One  Health
melalui worksiop MoT untuk tingkar pusat
dan provinst;

d. Mempersinpkan integrasi sistem Kesehatan
yang terkait untull mendukung SIZE;

e. Melakukan akreditasi pelatiban One Health
untuk SIZE; ’

L Menyusun petunjuk tekns dan kebijakan
dukungan pombiayaan operasional untuk
pembinaan dan pelaporan One Health/SIZE
di tingkat dacrah sampal dengan puskesmas
(kecamatan/desa),

g8 Mempersiapkan medul untuk  dukungan
pengembangun  SIZE  vang  melingkupt
penyakit  prioritas  zoonosis/PIB  yvany |

www.peraturan.go.id
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disepakali dalam OHZDP: One Heaith

Zoonetic Disease Priorilization, yaitw

1) Zoonotic influenza [Avian [nfluenza,
Swine Influcnza dan virus influenza
lainnyal;

2} Zoonotic Corona Virus (COVID 19 dan
MERS dan Virus corona lainnya|;

3|  Anthroks;

4} Rabies,

51 Zoonotic Tuberculosis; dan

©) Leptospirosis;

. Bersama dengan K/L teknis lainnya, sSccara

rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan
pemuntavan dan evaluasi hasil pelaksanaan
One Health/SIZE yaug diialcukan per kuartal
(3 Dbulan sckali) meclalw  ketersediaan
anggaran yang sudah disiapkan:
Menduliung pembiaysan dan pelaksanaan
pelatihan One Health, SIZE dan sistem
pendukung SIZE, di tingkat pusat, provinsi
dan/atau dacrah bersama dengan
¥ ementerian/Lembaga terkait.

3

| Kementersan Pertanian

Kementerian  Lingkungan |
Hidup dan Kchutanan

A Mendukoung porabrivaan dan pelaksan wan

Mendukung pembiayaan dan pelaksansan
pelatihan One MHealth, SIZE dan  sistem
pendukung SIZE: JSIKHMNAS, 4@ ungkat
pusal, provinst dan/atau daerah bersama
dengan Kementerian/Lembaga terkait;

. Mempersiapkan integrasi sistem keschatan

hewan yang terkait untuk mendukung SIZE;

Menyusun petunjuk teknis dan kebnakan |

dulcungan pemnbiayaan operasional untuk
pembinaan dan pelaporan One Hzalthf SIZE
i tingkat daerah sampil dengan puskeswan
{k ecamalan /desa);

. Mempersiaploan medul  untuk  dulungan

pengembang:an  SEE  yang melingkupi

penyakit  prioritas  zoonosis/PIB  yang

disepaicats  dalam  OHZDP: One Health

Zoonotic Disease Prioritization, yaitu:

1) Zoonotic Influenzu  (Svian Influenza,
Swine Influenza dan  virus  influenza
lainnyz |;

2| Zoonot Coronavirus (COVID 19 dan
MERS dan Virus vorona lainnya);

3} Anthruk s

4) Rabies;

5) Zeonotic Tuberculesis; dan

6)  Leplospitosis,

Bersama dengan X/L tckais lalneys, sccira

rutin dan berglizean mengadakan pertemuan

pemantuuan dan evaluasi hasii peicksanaan

One Health /SIZE yang dilalcukon per kuartal

3 butan sekabh) melalui  ketersediaun

enggamn yang sudah dismples n

pulaiiiann One  Heqlth, SIZE dan sistem
pendukun g SIZE:. SchatSatl, di tingkat
pusal, provinsi dansatau daerah bersama
dengan Kenen le rian/lembaga terkeiit:
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b. Mempersiapkan integrasi sistem kesehatan
satwa liar yang terkait untuk mendukung
SIZE;

c. Menyusun petunjuk teknis dan kebijakan
dukungan pembiayaan operasional untuk
pembinaan dan pelaporan One Health/SIZE
di tingkat provinsi dan daerah;

d. Mempersiapkan modul untuk dukungan
pengembungan SIZE yang melingkupi
penyakit prioritas  zoonosis/PIB  yang
digepakati dalam OHZDP: One Health
Zoonotic Disease Prioritizalion, yaitu:

1} Zoonotic influenza [Avian Influenza,
Swine Influenza dan virus influenza
lainnyay;

2) Zoonotic Coronavirus [(COVID-19 dan
MERS dan Viruscorona lainnya),

3} Anthraks;

4) Rabics;

5) Zoonntic Tuberculosis; dan

6) Leptospirosis;

e. Bersama dengan K/L teknis lainnya, secara
rutin dan bergiliran mengadakan pertemuan
pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan
Cne Health(SIZE yang dilakukan per quartal
{3 bulan sekalij melalui ketersediaan
anggaran yang sudah disiapkan.

5 Kementerian Dalam Negeri | a. Menyusun dukungan kebijakan, anggaran
dan pelaksanaan One Health dan SIZE bagi
pemerintab dacrah ‘

b. Melakukan advokusi kepada pemerintah

! daecrah bersama dengan

Kementefian/Lembaga terkait

6 Kementerian Desa, | Mendukung  kebijakan, pembiayaan dan
Pembangunan Daerah | pelaksanaan One Health di tingkat desa bersama
Tertinggal dan | daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait,
Transmigrasi -

7 Kementerian Perencanaan | Memberikan arahan dan dukungan kebijakan
Pembangunan dalam pembiayaan dan pelaksanaan One
Nasional /Bappenas Health/SIZE di tingkat pusat, provinsi dan

daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait,

8 Badan Riset dan Inovasi| a. Memberikan duiungan pengembangan SIZE
Nasional vang melingkupi  penyakit  prioritas

zoonosis/EIDs yang disepakati dalam
OHZDP;

Menyusun modul pelatihan teknologi dan
operasionalisasi SIZE bagi pemerintah pusat,
dan daerah;

Mempersiapk an " tenaga ahli dan sertifikasi
peserta pelatihan pada pelatihan teknolog
dan operasionalisasi SIZE bagi pemerintah
pusat, dan daerah,

Penanggung jawab pelatihan SIZE;
Menyelenggarakan pelatihan SIZE di tingkat
pusat (workshop MoT untuk pusat dan
provinsil bersama dengan dukungan dan
pembiayaan dari Kementerian/Lembaga
_kkn is lainnya;
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anggaran dalam pengembangan SIZE secara
teknologt dan sistem informasi;

Memberikan  informasi  terkinl  serta
rekomendasi ke depan terhadap
pemanfaatan data dan SIZE secara teknologi
di  dalam pertemuan pemantauan  dan
evaluasy, dan

Bersama dengan Kementerian/Lembaga
teknis lainnya, secara rutin dan bergiliran
mengadakan pertemuan dan evaluasi hasil
peluksanaan One  HealthfSIZE  vang
dilalkukan per kuartal (3 bulan sckalil
melalui ketersedinan anggaran yang sudah
disiapkan.

Kementerian  Komuntkast
dan nformatika

Memberikan dukungan nfrastruktur dan
regulasi  (PSE) kepada  SIZE  dan
pengembangannya sertit sistem pendulcung
pada SIZE;

Menyusun  dokumen teknis infrastruktur
terkait dengan teknologl dan operasionalisasi
SIZE;

Memberikan informasi konektivitas terkini
dan rek omemdlasinya teshadap pemanlaatan
SIZE secarn teknologi di dalam pertemuan
pemantavan den cvaluasi;

Mempersiapkan  alkses dan  wenaga ahli
teknologi untuk oprrasionalisast data SIZE
bag: pemerintah pusal, dan ducraby;
Menyusun  keMjaken dan dukungan
unggaran dalam pengerbangan SIZE secara
infrastruktur; dan

Bersama  dengen  Kementerian/Lembaga
icknis lainny#a, secowa rutin dan bergilivan
mengadakan pertemuan  pemantavan dan
eviluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE
yang difakukan per kwartal (3 bulen sekali}
melalui Ketersedigan anggaran vang sudah
distiplean,

0

Badan Nasional
Penanggulingan Bencana

Membernkan  dukungein  Kebijakan d—ar
pemikiran  serta  pertimbangen terhadap |
aspek legal dan  operasiopabsasy  One |
Healtn{SIZE di (ingkal pusat;

Memberikan  dukungan penerapan  Perka
BNPE No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Kabupaten/Kota Tangguh Benceun,
untuk  mengakomodir pelaksanaan One
Health/SIZE di tingk it pusat; dan
Mempersiapkan dukungan  kegiatan dan
SDM  serta sarana/prasarana  untuk
mendukuriy One Heulth dan SIZE di pusai.

11

Sekretariat Kabinet

Mendukung pelaksansan One Health/SIZE
melalul kebijakan dan pertimbangan aspek
legal, dan

Meliskukan peraasolavun  pelaksanaan One
Health [SIZE svhogai bagizn  dari
pelaksanaan inpres No. 4 Tahun 2019 secara

Pemerintah Provinsi

nasional.
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T Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaar—lv One

Heqlth dan SIZE, melaiui:

a, Pclatihan dan ToT pclaksanaan One Health
dengan ketersediaan MoT Pusat dan
Provinss;

b. Pelatihan dan ToT pelaksanaan SIZE dengan
ketersediaan MoT Pusat dan Provinsi,

c. Koordinasi Pertemuan Rutin Pemantauan
dan Evaluasi Kegiatan One Health dan SIZE;

d. Advokasi kepada Kabupaten/Kota; dan

¢. Dukungan  kebijakan dan  anggaran
pelaksanaan One Health dan SIZE.

Dinas Keschatan

a. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan
SDM  serta sarana/prasarana untuk
mendukung One Health dan SIZE di tingkat
Provinsi;

b. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One
Health dan SIZE bersama deongan organisasi
masyarakat sgipil, akademisi, sektor swasta
dan organisasi profesi yang ada;

c. Mengintegrasikan pelaksanaan One Health
dan SIZE sebagai bagian dari pelaksanaan
SPM Kesehatan; dan

d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait
lainnya, secara rutin dan Dbergiliran
mengadakan pertemuan pemantaun dan
evaluasi hasil pclaksanaan One Health/SIZE
yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali)
melalui ketersediaan anggaran yang sudah
disiapkan.

w

Dinas atau Institusi yang
membidang: atau
menangani fungsi
Kesehatan Hewan

a. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan
SDM  serta  sarana/prasarana  untuk
mendukung One Health dan SIZE di tingkat
provinsi;

b. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One
Heaith dan SIZE bersama dengan organisasi
masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta
dan organisasi profesi yang ada;

c. Mengintegrasikan pelaksanaan One Health
dzn SIZE scbagal bagian dari pelaksanaan
kegiatan keschatan hewan; dan

d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait
lainnya, secara rutin dan bergiliran
mengadakan pertemuan pemantauan dan
evaluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE
yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali)
melalui ketersediaan anggaran yang sudah
disiapkan,

Dinas atau institusi yang
membidangi atau
menangani fungsi
Keschatan Satwa Liar

a, Mempersiapkan dukungan kegiatan dan
SDM  serta sarana/prasarana untuk
mendukung One fHealth dan SIZE di tingkat
provinsi;

b. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One
Health dan SIZE bersama dengan crganisasi
masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta
dan organisasi profesi yang ada;

c. Mengintegrasiken pelaksanaan One Health
dan SIZE scbagal bagian dari pelaksanaan

kegiatan Keschatan Satwa Liar; dan
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d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait

lainnya, secara rutin dan bergiliran
mengadakan pertemuan dan evaluasi hasil
pelaksanaan One  Health/SIZE  yang
dilakukan per kuartal (3 bulan seckali)
melalui ketersediaan anggaran yang sudah
disiapkan.

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Memberikan dukungan kebijakan dan
pemnikiran serta pertimbangan terhadap
aspek legal dan operasionalisasi One
Health/SIZE di tingkat provinsi;

. Memberikan dukungan penerapan Perka

BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Kabupaten/Kota Tangguh Bencana,
untuk mengakomodir pelaksanaan One
Health{SIZE di tingkat provinsi;
Mengintegrasikan kegiatan One Health dan
SIZE sebagai bagian dari pelaksanaan SPM
Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana;
dan

Mempersiapkan dukungan kegiatan dan
SDM  serta sarana/prasarana  untuk
_mendukung One Health dan SIZE di provinsi.

Badan Perencanaan dan
Pembangunan Dacrah

a,

Mengalokasikan dukungan anggaran
pelaksanaan pelatihan One Health dan SIZE;
dan

Bersama dengan dinas dan instansi terkait
lainnya, secara rutin dan bergiliran
mengadakan pertemuan pemantauan dan
evaluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE
yang dilakukan per kuartal (3 bulan sckali)
melalui ketersediaan anggaran yang sudah
disiapkan.

Dinas Lingkungan Hidup

Mempersiapkan dukungan kegiatan dan
SDM  serta  saranafprasarana untuk
mendukung One Health dan SIZE di provinsi;
dan

Melakukan kolaborasi pelaksanaan One
Hegith dan SIZE bersama dengan organisasi
masyarakat sipil, akademisi, scktor swasta
dan organisasi profesi yang ada

Pemerintah Kabupaten/Kota

1

Sekretaris Daerah cq.
Asisten Pemerintahan

Mengkoordinasikan dukungan anggaran,
kebijakan dan sumber daya di daerah untuk
pelaksanaan One Heaith dan SIZE;
Mengadakan  pelatihan  peserta  yang
mendukung pelaksanaan One Health dengan
ketersediaan MoT dari Pusat dan Provinsi;
Mengadekan  pelatihan  peserta  yang
mendukung pelaksanaan SIZE dengan
ketersediaan MoT dari Pusat dan Provinsi;
Mendukung kerja sama pelaksanaan One
Health dan SIZE antara Pemda dengan pihak
mitra, akademisi, profesional, swasta dan
organisasi kemasyarakatan lainnya;
Menggerakkan SDM, sarana dan prasarana
dalam  memberikan _ dukungan untuk
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dan SIZE di luar wilayah penugasan;

f. Koordinasi Pertemuan Rutin Pemantauan
dan Evaluasi Kegiatan One Health dan SIZE;

g. Dukungan  kebijakan dan
pelaksanaan One Health dan SIZE; dan

h. Advokasi kepada Kecamatan.

2 Dinas Kesehatan a. Melakukan update dan identifikasi jenis
penyakit yang berpotensi sebagai PIB atau
KLB/Wabah di daerahnya;

b. Mempersiapkan dukungan kegatan dan
SDM  serta sarana/prasarana untuk
mendukung One Health dan SIZE di dacrah;

c. Melakukan kolaborasi pclaksanaan One
Health dan SIZE bersama dengan organisasi
masyarakat sipil, akademis:, sektor swasta
dan organisasi profesi serta komunitas yang
ada;

d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait
Jainnya, secara rutin dan bergiliran
mengadakan pertemuan pemantauan dan
evaluasi hasil pelaksanaan One Health/SIZE
yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali)
melalui ketersediaan anggaran yang sudah
disiapkan; dan

t. Mengintegrasikan kegiatan One Health dan
SIZE sebagai bagian dari pelaksanaan SPM
pelayanan keschatan bagian dari sub-
urusan bencana non alam, Dbagian
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
melalui kegiatan respon cepat kejadian luar
biasa penyakit/wabah zoonosis/PIB

prioritas.

3 Dinas atau Institusi yang| a. Melakukan wupdate dan identifikasi jenis
membidangi atau penyakit yang berpotensi scbagai PIB atau
menangani fungsi KLB/Wabah di dacrahnys;
kesehatan hewan b. Mempersiapkan dukungan kegiatan dan

SDM  serta sarana/prasarana untuk
mendukung One Health dan SIZE di daerah;

¢. Melakukan kolaborasi pelaksanaan One
Health dan SIZE bersamma dengan organisasi
masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta
dan organisasi profesi serta komunitas yang
ada;

d. Bersama dengan dinas dan instansi terkait
lainnya, secara rutin dan bergiliran
mengadakan perlemuan pemantauan dan
evaluasi hasil pelaksanaan One Heolth/SIZE
yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali)
melalui ketersedianan anggaran yang sudah
disiapkan; dan .

e. Mengintegrasikan kegiatan One Health dan
SIZE sebagai bagian dari pelaksanaan SPM
pelayanan kesehatan hewan bagian dari sub-
urusan bencana non  alam, bagian
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
melalui kegiatan respon cepat kejadian luar
biasa penyakit/wabah zoonosis/PIB

| prioritas.
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Dinas atau Institusi yang
membidangi atau
menangani fungsi
keschatan satwa liar

Melakukan updale dan 1dcnnﬁkasl jenis
penyakil yang berpotensi schagai PIB atau
KLB/Wabal di dacrahnya;

. Mempersiapkan dukungan kegiaten dan

SDM  scrta  saranafprasarana  untuk
mendukung One Health dan SIZE di daerah;
Melakukan kolaborast pelaksanaan One
Health dan SIZE bersama dengan organisast
masyvarakat sipil, akademisi, sckior swasia
dars organisasi profiesi yang ada;

Bersama dengan dinas dan instansi terkait
lainnys, secara  rutin dan  bergiliran
mengudakan pertemuan pemantauan dan
cvaluas: hasil pelaksanaan One Health/SIZE
yang dilakukan per kuartal (3 bulan sekali
melalui ketersediaan angguran yang sudah
disiapkan; dan

Mengintegrasikan kegiatan One Health dan
SIZE scbagai bagian dari pelaksanaan SPM
pelayanan keschatan satwa liar bagian dari
sub-urusan bencana non alam, bagian
penvelamatan dan cvakuasi korban bencana
melalui kegiatan respon cepat kejadian luar
hiasa penyakit/wabah zoonosis/PB
prioritas.

Dinas Lingkungan Hidup

Mempersiapkan dukungan kegiatan dan
SDM  scrta  sarana/prasarana  untuk
mendukung One Health dan SIZE di daerah;
dan

Melakukeun kolaborasi pelaksanaan One
Health dan SIZE bersama dengan organisasi
masyarakat sipil, akademisi, sckior swasty
dan organisasi profesi yang ada.

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

L

=

e

d

Mumberikan  dukungan kebijakan dan
pemikiran  serta pertimbangan  terhadap
aspek  legal  dan  operasionalisasi  One
Health/SIZE . tingkat dacrah;

Mcmberikan dukungan penerapan Perka
BNPB No, | tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Kabupaten/Kota Tangguh Bencana,
untuk  mengakomodir pelaksanaan One
Healih [SIZE di lingkat daerah;
Mengintegrasilkan ke oiatan One Health dun
SIZE wsebagai bagian dari pelaksanaan SPM
Jenin pela/anan dasar sub-urusan bencana
dan

Mempersiapkan dulaingan  kegiatan  dan
SDM  serta  sarana/prasarana untuk

__mendukung One Health dan SIZE di daerah,

Badan  Perencanann  dan
Pembangunan Dacrah

a,

b,

Mengalokasikan dukungan angguran
peluksanaan pelatihan One Health dan SIZE;
dan

Bersama dengan dinas dan instansi terkait
lainnya, secara ruun  dan  bergiliran
mengadakat pertemuan  pemantauan dan
evaluas: hasil peiaksanaan One Health/ SIZE
yang dilakuican per kuartal (3 bulan sckali)
melalui ketersediaan anggaran yang sudah
disiapkan,
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8 Pusat Keschatan | Mempersiapkan dukungan Kegiatan dan SDM
Masyarakat (Puskesmas) serta sarana/prasarana untuk mendulung One

Health dan SIZE di kecamatan.
9 Pusat  Kesehatan Hewan | Mempersiapkan dukungan kegiatan dan SDM
{Puskeswan) seria sarsna/prasarana untuk mendulaing One
Health dan SIZE di kecamatan.
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BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan terhadap pelaksanaan PJOP SIZE Nasional ditujukan untuk
mengetahui kemajuan implementasinya baik dari segi operasional maupun
pengembangan. Pemantauan ini dilakukan mulai dari  input, proses
pclaksanaan, hingga luaran, serta dampak kegiatan. Pcncapaian dipantau
dengan menggunakan indikator Kinerja. Pemantauan ini akan dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung dan diumpan balikkan secara regular, baik
tertulis maupun dalam pertemuan-pertemuan terkait. Hasil pemantauan akan
menjadi dasar untuk melakukan rencana perbaikan. Modifikasi peta jalan
dimungkinkan terjadi sesuai dengan kebutuhan dan hasil pemantauan yang
dilakukan.

Gambar 7. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Operasionalisasi
SIZE

w Pemantauan dan evalposi pelaksanoan kebijskan pela jaian i melall
/\/ pongukuran capalan kompenen inpla, poses dan cutput.

PUSAT

% Menguikur prosenviase gangguan sistam yang dapat ditangani
2 Mangukur laporandkeluhan/perminiaan baniuan darl pengguna yang dapat ditangan)

4. DAERAH

1. Mengukur prosentase vatditas laporan
2 Mengukur prosentase capalan respond lechadap aert yang rmuncul

Evgluasi PJOP SIZE Nasional perlu dilakukan setiap tahun dengan menilai
pchcapaian sasaran afau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis,
luaran dari setiap aktivitas, maupun target masing-masing kegiatan yang telah
ditetapkan. Pencapaian target dan kendala-kendala dalam pelaksanaan
implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) perlu dipantau, diulas, dan
didiskusikan seliap tahun dengan seluruh pemangku kepentingan.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh penanggung jawab SIZE Nasional
di Kemenko PMK bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, yang
dapat melibatkan pemangku kepentingan lain fermasuk mitra pembangunan,
Di tingkat daerah, kegiatan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan oleh
struktur pemerintahan terkait.

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK IN DONESIA,
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU

PETA JALAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Munculnya wabah atau kejadian luar biasa (KLB) dapat berkembang
pesat akibat sistem deteksi yang lambat dan sistem kesehatan masyarakat
yang lemah, serta sistem pemantauan di tingkat lokal yang tidak berfungsi
secara optimal. Wabah dapat mencapai skala geografis yang luas ketika
tidak terdeteksi oleh pengawasan otoritas keschatan yang dapat berdampak
langsung berupa morbiditas dan mortalitas yang signifikan.

Surveilans Kesehatan didefinisikan sebagai kegiatan pecngamatan yang
sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian
penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi
terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan
untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan
penanggulangan secara efektif dan efisien. Surveilans berbasis masyarakat
membutuhkan desain yang sederhana, pengawasan yang handal, dan
pemantauan dan evaluasi dilakukan secara dini dan rutin untuk
memastikan validitas data.

Surveilans berbasis masyarakat (SBM) dapat menjadi alat utama untuk
meningkatkan deteksi dini wabah. SBM dibentuk scbagai suatu inisiatif
kesehatan masyarakat yang sederhana, mudah beradaptasi, dan berbiaya
rendah yang efektif untuk memberikan peringatan dini tentang potensi
epidemi. SBM telah didefinisikan sebagai 'pendeteksian sistematis dan
pelaporan peristiwa penting kesehatan masyarakat dalam suatu Komunitas
oleh anggota komunitas',

Fungsi dasar Surveilans Keschatan tidak hanya untuk kewaspadaan
dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), tetapi
juga scbagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan program
keschatan jangka menengah dan jangka parjang Untuk itu hendaknya
pelaksanaan Surveilans Kesehatan mencakup seluruh pelaksanaan
program di bidang kesehatan yang membutuhkan pengamatan terus
menerus, analisis dan diseminasi informasi. Hal ini sejalan dengan
kebutuhan data dan informasi yang terpercaya dan mempunyai aspek
kekinian. Surveilans Kesehatan yang mengandslkan kecepatan, ketepatan
dan kualitas data dan informasi perilu menyesuaikan dengan kemajuan
teknologi informasi. Namun demikian prinsip epidemiologi dalam Surveilans
Kesehatan tidak boleh ditinggalkan,

Perkembangan dan akses media yang begitu luas dan cepat sampai ke
pelosok desa dan daerah terpencil memberikan kesempatan terhadap
perubahan sistem surveilans kesehatan. Pendekatan Surveilans Kesehatan
berbasis kejadian di masyarakat telah dikembangkan untuk mendapatkan
data dan informasi dari berita yang direkam dan dimuat di media massa,
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media sosial dan media online. Hal ini meningkatkan sensitivitas Surveilans
Kesehatan untuk menangkap informasi dengan cakupan yang luas dan
cepat. Secara umum Surveilans Kesehatan diperlukan untuk menjamin
tersedianya data dan informasi cpidemiologi sebagai dasar pengambilan
keputusan dalam manajemen kesehatan. Dalam pelaksanaan Surveilans
Kesehatan diperlukan harmonisasi lintas program dan lintas sektor yang
diperkuat dengan jejaring kerja surveilans kesehatan,

Surveilans Keschatan harus dilakukan pada seluruh populasi dan
wilayah yang ditentukan dengan mengikutsertakan semua unit pengumpul
data yang salah satunya adalah masyarakat, baik secara aktif maupun pasif.
Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan Surveilans Keschatan untuk
meningkatkan kualitas data dan informasi, melalui:
penyampaian data dan informasi;
pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan pendanaan;
pengembangan teknologi informasi; dan
sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan
kebijakan dan/atau penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.

Bentuk penyelenggaraan surveilans terdir! dari surveilans berbasis
indikator dan surveilans berbasis kejadian. Peta jalan ini difokuskan kepada
peningkatan kemampuan untuk penyelenggaraan surveilans berbasis
kejadian dengan melibatkan kelompok masyarakat terlatih. Surveilans
berbasis kejadian dilakukan untuk menangkap masalah kesehatan yang
tidak tertangkap melalui surveilans berbasis indikator, Surveilans berbasis
masyarakat yang dimaksud dalam peta jalan ini adalah kegiatan
pengamatan, pelaporan dan respon dini oleh masyarakat secara terus
menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risikonya yang
menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat,
Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Peta Jalan SBM ini adalah memberikan pedoman
bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa dan mitra
kerja dalam peningkatan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi dalam
perencanaan, penyuasunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penguatan
surveilans berbasis masyarakat.

. Tujuan dari Peta Jalan SBM ini adalah:

a. Meningkatkan kapasitas surveilans keschatan;

b. Mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimum bidang
kesehatan dan bidang kebencanaan di kabupaten/kota; dan

¢. Memperkuat peran komunitas scbagai bagian dari sistem kesehatan.

Sasaran

Sasaran pengguna peta jalan ini adalah kementerian, lembaga,
pemerintah daerah, pemerintah desa dan mitra kerja. Sasaran dari upaya
penguatan surveilans berbasis masyarakat adalah masyarakat yang saat ini
sudah bergabung dalam suatu entitas rclawan/kader dan/atau sebagai
individu masyarakat berdomisili di desa/kelurahan.

ao o

BAB II
REVIU SURVEILANS DI INDONESIA

Penilaian Kapasitas Inti Pelaksanaan Internatioral Health Regulation
Diterbitkannya International Health Regulation pada tahun 2017 yang
diberlakukan untuk semua negara anggota World Health Organization
(WHO), termasuk Indonesia, bertujuan untuk mencegah, melindungi,
mengendalikan dan memberikan respons kesehatan masyarakat terhadap
risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi melintasi batas negara dan
mengancam orang di seluruh dunia. Berdasarkan hasil Joint Extemal
Evaluation (JEE} WHO untuk menilai kapasitas penerapan [HR suatu
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negara, surveilans real timemenjadi bagian dari kapasitas deteksi. Penilaian
kapasitas surveilans real time di Indonesia masih- belum maksimal,
sebagaimana dijelaskan dalam tabel 8. Dalam penguatan sistem kesehatan,
sistem informasi untuk kebijakan dan perencanaan program belum
menghasilkan informasi tepat waktu dan bersifat regional, terutama untuk
kebijakan operasional di tingkat daerah.

Tabel 8. Penilaian Kapasitas Surveilans Real Time pada Bidang Deteksi

CArea teknliss - -lndik tor - -+ | Nilai (1=5)*
Sww% Real | 1. Sistem surveilans berbasis indikator d;n 3
Time kejadian

2. Sistem pelaporan elektronik rea! time yang 3

saling berhubungan dan dapat
dioperasikan

3. Integrasi dan Analisa data surveilans

4. Sistem surveilans sindromik o 4

Kcterangan !
*Nilai; l=tidak memiliki kapasitas; 2=kapasitas terbatas; 3=kapasitas dikembangkan;
4~kapasitas ditunjukkan; S=kapasitas berkelanjutan

2. Keberhasilan Penerapan Intensifikasi Surveilans

Pada pandemi flu burung yang pernah terjadi di Indonesia, penurunan
signifikan kematian dan kasus flu burung pada manusia disebabkan oleh
intervensi ekstensif untuk meningkatkan surveilans terhadap HSN1 (Highly
Pathogenic Avian Influenza/HPAI), deteksi penyakit dan diagnosis
laboratorium, pencegahan dan pengendalian; yang sekarang diperluas
untuk mendeteksi penyakit hewan yang tidak terdiagnosis dan penyakit
infeksi baru. Kasus lainnya yang berhasil dikendalikan melalui aktivitas
surveilans secara intensif adalah menyebarnya antraks pada manusia dan
hewan. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2009-2017 menunjukkan
terdapat 225 kasus antraks, dengan puncak kasus pada manusia (52 kasus)
pada tahun 2016 dan jumlah kematian tertinggi (3 kasus) pada tahun 2014.
Anthraks dapat dikendalikan setelah aktivitas surveilans secara intensif
dilakukan di daerah-daerah endemik bahkan selama peringatan hari raya
keagamaan (Idul Fitri, [dul Adha, dan Natal) dan hari-hari besar lainnya saat
konsumsi daging meningkat. Upaya pengendalian juga disertai dengan
layanan program vaksinasi ternak. Dari pengalaman tersebut dibuktikan
bahwa fungsi surveilans tidak hanya sebagai sistem pencegahan, namun
Juga respon penanggulangan suatu permasalahau keschatan,

Palang merah Indonesia (PM]) sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini
terus mengembangkan program berbasis masyarakat. Pada tahun 2006-
2010, PMI melatih dan memobilisasi 20.000 relawan dari 33 provinsi dan
426 Kabupaten/Kota melalui program community-based avian influenza
control (fase 1,2, 3 dan 4) dan program humanitarian pandemic pre paredness
(H2P). Pada tahun 2012-2013 PMI menjalan kan program strategic against
Jlu emergence (SAFE) di Jawa Barat dan Banten. Program SAFE berfokus
pada mitigasi risiko penularan flu burung di 20 pasar tradisional sebagai
pasar sehat. Pada tahun 2014 PMI mengadopsi panduan Intemnational
Federation of Red Cross and Red Crescent Society (IFRC) tentang E pidemic
Control for Volunteer {ECV) / Pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) disertai
piloting di 4 provinsi (Papua, Jawa Baral, DKl Jakarta dan Banten). Sejak
tahun 2018 sampai dengan saat ini, PMI! dan !FRC bersama-sama
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men jalankan Community Pandemic Preparedness Program (CP3), disertai
piloting di 4 daerah (Boyolali, Pandeglang, Tabanan dan Kota Bogor). Melalui
CP3, tergambar dengan jelas peran relawan PMI saat pelaksanaan SBM
dalam melaksanakan triase sehingga validitas “alerf” yang dilaporkan
kepada Puskemas menjadi tinggi. Track record panjang PMI dalam
pelaksanaan berbagai program berbasis masyarakat telah mengantarkan
peran aktifnya ketika Indonesia menghadapi Pandemi COVID-19, melalui
promosi pencegahan COVID-19, dukungan terhadap penelusuran kontak,
pendampingan dan pemantauan isolasi, penyediaan fasilitas cuci tangan,
penyediaan APD lokal, desinfeksi mandiri, dan lain-lain di 8 Provinsi.
Hambatan dan Tantangan Menuju Kapasitas Surveilans Berkelan jutan

Berdasarkan Permenkes No. 45 tahun 2014, terdapat 35 jenis kegiatan
surveilans yang dikelompokkan menjadi 5 sub-sistem, yakni:

a. Surveilans penyakit menular (15 jenis penyakit menular, termasuk
penyakit yang menjadi fokus health security),

Surveilans penyakit tidak menular (6 jenis penyakit);

Surveilans keschatan lingkungan (7 jenis);

Surveilans keschatan matra (keschatan haji, bencana, masalah sosial,
dan matra laut/udara); dan

Surveilans masalah kesehatan lainnya sesuai kebutuhan {9 jenis, di
antaranya adalah surveilans gizi dan kualitas makanan).

Pedoman sistem surveilans berjenjang mulai dari Puskesmas sampai
tingkat pusat pernah dikembangkan pada tahun 2000-an, yaitu TEPUS (Tim
Surveilans Epidemiologi Puskesmas), TERUS (Tim Surveilans Epidemiologi
Rumah Sakit), TEK (Tim Surveilans Epidemiologi Kabupaten), TEP (Tim
Surveilans Epidemiologi Provinsi), dan TEN (Tim Surveilans Epidemiologi
Nasional). Untuk masing-masing tim tersebut sudah disusun pedoman Kkerja
dan petunjuk teknis didukung dengan sistem informasi yang bisa
menghubungkan masing-masing jenjang secara online. Namun hingga saat
ini belum ada kelanjutan dari sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya,
sistem surveilans nasional belum berjalan terintegrasi dalam satu sistem
terkoordinasi tunggal, melainkan masih melalui elemen yang berbeda pada
tingkatan yangjuga berbeda.

Permasalahan lain dari belum terintegrasinya sistem surveilans adalah
dalam kaitannya dengan penyakit zoonosis yang sebagian besar menjadi
masalah public health security, seperti MERS, SARS, cbola, antraks, dan
virus Nipah. Dalam peénanggulangan penyakit zoonosis, dibutuhkan
keterlibatan aktif sektor peternakan dan pertanian yang juga melaksanakan
surveilans keschatan hewan. Kerja sama antar sektor tersebut perlu
diselenggarakan di tingkat pusat, provinsi, hingga Kabupaten/Kota, yang
mencakup sharing hasil surveilans, perumusan strategi intervensi bersama,
implementasi strategi sesuai tugas dan wewenang masing-masing, serta
integrasi laporan Kinerja intervensi,

Dari pembelajaran penanganan pandemi COVID-19, penguatan sistem
surveilans yang terintegrasi lintas sektor, terkoordinasi antara pusat dan
daerah, real time, dan berbasis laboratorium dibutuhkan dalam memberikan
respon cepat, terutama pada kondisi darurat. Sebagai sistem pelaporan dan
pencatatan kasus, salah satu permasalahan mendasar pelaksanaan
surveilans adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Dalam
Permenkes No. 45 tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan
surveilans harus didukung dengan kctersediaan SDM yang memiliki
kompetensi di bidang epidemiologi, pendanaan yang memadai, serta sarana
prasarana yang diperlukan termasuk teknologi tepat guna Berdasarkan
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Keschatan juga disebutkan tenaga kesehatan masyarakat

aog
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terlatih di bidang surveilans merupakan kebutuhan penanggulangan krisis
kesehatan.

Kebutuhan tenaga surveilans sangat besar diperiukan di tingkal pusat,
34 Dinas Provinsi, serta 514 Dinas Kabupaten/Kota. Namun pada
kenyataannya, tidak semua jenjang dan Puskesmas memiliki tenaga
surveilans khusus, melainkan banyak yang merangkap peran dan fungsi
sebagai tenaga lainnya sesuai kebutuhan. Berdasarkan Permenkes nomor
43 tahun 2019 tentang Puskesmas, dipersyaratkan dalam aspek ketenagaan
bahwa selain dokter dan/atau dokter layanan primer juga mengharuskan
memiliki dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan.
Jenis tenaga keschatan lainnya di puskesmas setidaknya meliputic a.
perawat; b. bidan; c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; d. tenaga
sanitasi lingkungan; e. nutrisionis; f. tenaga apoteker dan/atau tenaga
teknis kefarmasian; dan g. ahli teknologi laboratorium medik. Sedangkan,
tenaga non kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan surveilans tidak
menjadi suatu keharusan dan bisa ditambahkan dalam kondisi tertentu
dengan syarat harus mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi
keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
Tidak diharuskannya kompetensi epidemiolog ada di Puskesmas akan
menyebabkan penyelenggaraan surveilans menjadi tidak optimal.

Kondisi ini juga ditambah dengan terjadinya “stigma” tcrhadap
pelaporan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakityang dianggap sebagai sebuah
kegagalan kesehatan., Stigma tersebut tidak hanya terjadi di sektor
kesehatan namun juga di seXtor pertanian dengan dalih akan menimbulkan
dampak ekonomi bagi masyarakat. KLB sendiri adalah pengaturan teknis
untuk mengenali adanya sebuah potensi munculnya permasalahan
kesehatan dan menjadi bagian dari sistem penanggulangan wabah. Dengan
adanya laporan KLB maka diharapkan suatu kejadian tidak meluas dan
dapat ditangani melalui respon cepat. Adanya stigma terhadap laporan KLB
tentu saja akan berpengaruh pada persepsi personel dalam berkinerja
sehingga justru dapat berdampak pada kegagalan deteksi dan respon dini
potensi permasalahan kesehatan, yang bukan tidak raungkin dampak akan
meluas ke aspek ekonomi,

4. Pembelajaran dari Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menyebar hampir di seluruh dunia dalam hampir
2 {(dua) tahun terakhir, Pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi sejak bulan
Maret 2020 dan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan
segera berakhir. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah secara
koordinasi multi sektor untuk mengatasi pandemi tersebut, namun sampai
akhir tahun 2020, tren kasus harian COVID-19 masih cenderung naik.
Minggu ke-3 (rga] Juli 2021 menjadi puncak kasus COVID-19 yang
discbabkan oleh varian delta, kemudian terus menurun hingga saat ini.
Status perkembangan COVID-19 dan kapasitas nasional penanganannya
berdasarkan 3T (lesting, Tracing dan Treatment) saat minggu puncak
pandemi (per 20 Juli 2021) scbagai berikut pada Tabel 9.

Tabel 9. Status Perkembangan dan Kapasitas Respon Pcnanggulangan
COVID-19

Kasus terkonfirmasi : 2.950.058 Jumlah kematian - 76.200
Kasus harian 1 38.325 Kematian harian : 1280
Rataan kasus baru | Rataan kematian | |
harian dalam 7 hari | - 47"/ 20 harian dalamn 7 hari | 1140

P : Kapasitas Jumlah Provinsi Sesuai Kriteria
Indikator kapasites | Nasionat Tobatas odane e
Testing

o i5 14 5

(,positivity rote/ 9,6 =
minggu) (>15%) (5-15%) {<3%)
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-59.-
Tudng 33 1 -
frﬁ?zz;u) KE/ KK per 1,16 (<5%) (5-9%) (>9%
Treatment 3237 > = 34
| (proporst keterisian TT) ’ (>90%) {70-90%) {<70%)

Kapasitas respon dalam masa pandemi COVID-19 ditingkatkan melalui
pengalihan tugas (task-shifting) SDM yang ada, utamanya untuk mengejar
tracing dengan tetap mempertahankan layanan esensial. Di beberapa
dacrah, sebagian besar pendanaan pemerintah untuk program-program
pembangunan telah mulai dialihkan untuk penanggulangan COVID-19.
Task shifiing dan refiocusing anggaran telah berdampak pada kinerja
program, salah satu contohnya adalah penanggulangan TB. Sekitar 1,4 juta
lebih orang menerima perawatan tuberkulosis (TB) pada tahun 2020.
Dibandingkan tahun 2019, jumlah itu menurun drastis sampai 21%.
Berdasarkan Global TB report tahun 2021, diketahui bahwa terjadi
penurunan notifikasi TB di seluruh dunia yang ditengarai akibat dampak
COVID-19. Penurunan notifikasi terbesar antara 2019 dan 2020 adalah
India (41%}, Indonesia (14%), Filipina (12%), dan China (8%).

Dalam penanganan COVID-19, keterbatasan SOM dan sarana
prasarana laboratorium sebagai penunjang konfirmasi kasus, menyebabkan
keterlambatan pencapaian target pemeriksaan yang ditentukan oleh WHO,
yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Selanjutnya, hal
tersebut berpengaruh pada keterlambatan penelusuran kontak erat di
lapangan. Akibatnya, penyebaran kasus semakin mezluas dan sulit
dikendalikan. Pemerintah Daerah dalam hal ini memiliki peran penting
dalam percepatan penanganan kasus/pandemi yang terjadi di wilayahnya,
antara lain dalam:

a. memastikan ketersediaan SOM surveilans yang cukup dan mumpuni
dalam melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan pelatihan secara
berkala;

b. memastikan logistik dan peralatan yang mencakup di berbagai instansi
terkait agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan surveilans karena
kendala logistik;

c. memiliki alur komando pelaporan yang jelas dan terstruktur rapi,
memantau dan mengevaluasi kinerja pencatatan data penyelidikan
epidemiologi, penelusuran kontak, serta analisis Klaster yang ada di
wilayah kerjanys;

d. memberikan dukungan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun
finansial, dan

e. Memahami penyebaran penyakit di wilayah kerjanya untuk dapat
melakukan intervensi yang sesuai,

Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam surveilans saat ini, sehingga perlu
penguatan SBM:

. surveilans kurang sensitif;

data yang dihimpun masih terpisah antar program;

stigma terhadap laporan potensi dan/atau terjadinya KLB; dan

SDM yang berkompeten di bidang surveilans masih kurang dan belum

menjadi tenaga keschatan wajib di Puskesmas.

poow
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BAB III
URGENSI PENGUATAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT

1. Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Kketahanan nasiona! dalam
menghadapi kedaruratan keschatan masyarakat yang dapat berdampak
nasional dan/atau global, Presiden telah menerbitkan Inpres nomor 4 tahun
2019. Presiden memerintahkan kepada Menteri dan Kepala Lembaga serta
Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota} untuk:

a. menetapkan  kebijakan melalui evaluasi, kajian, dan/atau
penyempurnaan peraturan perundang-undangan;

b. mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan
kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit,
pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi. dan kimia, yang dapat
berdampak nasional dan/atau global;

c. penctapan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah dalam rangka
meningkatkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan
merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir,
biologi, dan kimia dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi
Peclaksanaan scbagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi
Presiden; dan

d. peningkatan kemampuan surveilans yang terkait dengan bidang
pencegahan dan deteksi sesuai lampiran rencana aksi pelaksanaan
kepada Kemenko PMK, Kemenkes, Kementan, KemenLHK, KemenKKP
dan Kementerian/Lembaga lain yang dianggap perlu.

2. Kcbijakan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan kajan pada sektor keschatan oleh BAPPENAS, diketahui
bahwa selama beberapa dekade terakhir terjadi perbaikan keschatan
masyarakat yang ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti penurunan
angka kematian ibu, penurunan kematian bayi, penurunan kejadian
penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi dan membaiknya
status gizi masyarakat secara umum. Namun sejak era Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN} terjadi shifting fokus pembangunan kesehatan sehingga laju
perbaikan kesehatan masyarakat yang diukur dari 4 (empat) kinerja: a.
promotif/preventif (Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM), b. kuratif (Upaya
Kesehatan Perorangan/UKP), c. intervensi lintas seklor dan d. penguatan
sistemn kesehatan, mengalami stagnansi,

Beberapa hambatan yang menjadikan pelaksanaan fungsi keschatan
masyarakat di tataran pelaksanaan menghadapi masalah dan tantangan, di
antaranya: '

a. beberapa peraturan perundangan belum diuraikan lebih operasional ke
dalam peraturan pelaksananya (Peraturan Pemecrintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria/ NSPK), i

b. belum jelasnya unit organisasi untuk melaksanakan ketentuan dalam
pengaturan tersebut, termasuk organisasi dan koordinasi lintas sektor;

c. belum siapnya sumber daya manusia, khususnya pelaksana lapangan;
dan

d. belum jelasnya mckanisme pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan
perundangan tersebut (sumber, tata cara alokasi, dan indikator kinerja
keéuangan).

Salah satu agenda dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan
meningkatkan sumber daya manusia yang berk ualitas dan berdaya saing.
Sasaran yang akan diwujudkan dalam agenda tersebut adalah terpenuhinya
layanan dasar. Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan

www.peraturan.go.id



61 2022, No.1136

keschatan menuju cakupan Kkeschalan semesta terutama penguatan

pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong

peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan
pemanfaatan teknologi. Strategi pelaksanaannya meliputi peningkatan
pengendalian penyakit yang mencakup pemberdayaan masyarakat

Dalam Musyawarah Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)
tahun 2021 dikemukakan tentang reformasi Sistem Kesehatan Nasional
(SKN). Keberlanjutan reformasi SKN mencakup 8 (delapan) area, yaitu:

a. penguatan pendidikan dan penempatan tenaga keschatan;

b. penguatan Fasilitas Kesechatan Tingkat Pertama (FKTP);

c. peningkatan kapasitas Rumah Sakit [RS) dan pelayanan keschatan di
Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK),

d. peningkatan kemandirian farmasi dan alat keschatan;

e. penguatan keamanan dan Ketahanan kesehatan (health security dan

resiliency);

pengendalian penyakit dan imunisasi;

peningkatan efcktivitas pembiayaan keschatan; dan

pengembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan

masyarakat termasuk pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(Germas}.

Tujuan dari reformasi sistem keschatan nasional area ke-5 (lima),
penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan [health security & resilient),
adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas surveilans terutama sistem
informasi, laboratorium, dan sumber daya manusia. Strategi kunci dalam
pelaksanaan area penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan adalah
surveilans penyakit terpadu, real time & berbasis Jlaboratorium serta
berbasis masyarakat Beberapa pilihan strateg) pelaksanaannya antara lain:
a, pelembagaan sistem surveilans yang memiliki kewenangan untuk

menggerakkan tracing, tracking, testing secara tersentralisasi (contoh
CDC);

b. pengembangan kKonsep sistem surveilans penyakit emerging, re-emerging,
new emerging terpadu, real time, berbasis lab, dan berbasis masyarakat;
dan

¢. peningkatan kapasitas SDM surveilans.

Kebijakan Kesehatan dalam Konteks Urusan Pemerintahan

Salah satu fungsi Puskesmas berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun
2019 adalah penyelenggaraan upayya kesehatan masyarakat di wilayah
kerjanya, yang didukung juga dengan jejaring puskesmas, salah satunya
upaya keschatan bersumber masyarakat dan laboratorium. Untuk itu,
puskesmas diberikan kewenangan, diantaranya yang berkaitan dengan SBM
adalah:

a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan;

b. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang
bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

c. mclaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan
Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; dan

d. memberikan rekomendasi terkait masalah Keschatan masyarakat
kepada dinas keschatan dacrah kabupatenjkota, melaksanakan sistem
kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit.

Terkait dukungan pelaporan, maka upay/a kesehatan bersumber
masyarakal diberikan kewajiban melaporkan kegialan dan hasil kegiatan
pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-
waktu dan/fatau sccara berkala setiap bulan. Sedangkan untuk jejaring

F@ ™
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laboratorium dikecualikan dalam hal kewajiban menyampaikan laporan

kepada Puskesmas.

Kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan
petlayanan kesehatan berkaitan dengan bencana dan keadaan darurat diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimum (SPM). Peraturan pelaksana SPM tersebut adalah:

a. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Keschatan,

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan yang berkaitan dengan
fungsi kesehatan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana dan
kondisi darurat diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang
terdiri atas:

1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis keschatan
akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan

?) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar
biasa provinsi.

b. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomeor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Ancaman bencana dimaksud dalam Permendagri antara lain:
gempa bumi, lsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api,
gelombang laut ckstrim, angin topan [termasuk Siklon Tropis/Puting
Beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan cpidemi/wabah
penyakit/ zoonosis prioritas diantaranya: rabies, antraks, leptospirosis,
brucellosis dan avian influenza (flu burung). Jenis pelayanan dasar sub-
urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

1) pelayanan informasi rawan bencana;
2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencansg; dan
3) pelayanan penyclamatan dan evakuasi korban bencana.

Kaitannya dengan fungsi kesehatan masyarakat dalam kesiapan
menghadapi  bencana dan  kondisi darurat adalah pelayanan
penyclamatan dan evakuasi korban bencana melalui kegiatan respon
cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas.

4. Kebijakan Penanganan COVID-19 Berbasis Komunitas

Upaya untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan
berdaya saing divandai dengan terus meningkatnya IPM hingga mencapai
71,94 (2020} Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan
pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Walaupun
meningkat, pembangunan SDM juga terkena imbas dari pandemi COVID-19.
Rendahnya kenaikan IPM dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu 0,02 poin,
menunjukkan bahwa kenaikan komponen kesehatan dan pendidikan
dikoreksi oleh menurunnya pengeluaran per kapita penduduk scbagai
dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi selama pandemi, Pemulihan
ekonomi pada tahun berikutnya akan sangat bergantung pada penanganan
dan pengendalian COVID-19.

Dalam UU nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan,
menyebutkan bahwa selain penggunaan lambang, kepalangmerahan adalah
hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Penyelenggara
kepalangmerahan adalah pemerintah dan PMI Dari 8 tugas PM], terdapat 4
tugas yang berkaitan dengan bidang keschatan termasuk SBM diantaranya:
pembinaan relawan, pendidikan dan pelatihan, penanganan bencana,
pelayanan keschatan dan sosial, serta tugas kemanusiaan lain yang
diberikan pemerintah. Tugas-tugas PMI tersebut diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Peinerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kepalangmerahan yang
melingkupi tentang relawan [perckrutan, diklat dan mobilisasi), diklat
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kepalangmerahan untuk penguatan kapasitas SDM dan pemberdayaan

masyarakat dan kegiatan kesehatan dan sosial yang meliputi: pelayanan

kesehatan pada kondisi kegawatdaruratan, promosi kesehatan masyarakat,
dan pelayanan sosial.

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada tokoh agama dan
lembaga Keagamaan, peran mercka dalam advokasi dan edukasi perubahan
tata cara peribadatan dan kehidupan beragama sécara umum sangat
krusial. Kolaborasi antara pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat desa
dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan perlu diperkuat untuk
memastikan penerapan protokol Kesehatan sampai di tingkat lapangan.
Untuk mengikis pendapat yang keliru, pemahaman para tokoh agama
mengenai COVID-19 perlu ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan
yang moderat, kontekstual, dan komprehensif.

WHO telah mengembangkan S (lima} elemen sistem kesehatan, yaitw
a). tata kelola dan pembiayaan, b). tenaga kesehatan, c¢). produk dan
teknologi medis, d). fungsi kesehatan masyarakat, ). Pelayanan kesehatan.
Dalam Kerangka ketahanan keschatan maka pelaksanaan ke-5 (lima)
elemen sistemn kesehatan berpusat pada keterlibatan masyarakat yang
berkolaborasi secara lintas scktor melalui koordinasi dengan sektor non
keschatan untuk mengatasi social determinant of heaglth, Berdasarkan
pembelajaran dari penanganan pandemi COVID-19 di berbagai negara,
maka dapat disintesis 4 elemen Ketahanan keschatan terkait aspek
pemberdayaan masyarakat:

a. melaksanakan respon yang aktif dan komprehensif, melalui kegiatan
pelatihan dan surveilans aktif;

b. mengadaptasi Kkapasitas sistem kesechatan, melalui kegiatan public-
private approach dan realokasi/recruitment pekerja kesehatan termasuk
masyarakat terlatih;

c. mempertahankan fungsi dan sumber daya Kesehatan, melalui kegiatan
support peker ja kesehatan komunitas untuk menjangkau populasi Jokal;

d. mengurangi kerentanan, melalui kegiatan manfaatkan keterampilan dan
pengaruh pekerja keschatan komunitas dan tokoh masyarakat Jainnya.
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BAB IV
PETA JALAN PENGUATAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT

1. Perencanaan Strategis
Kondisi ideal yang ingin dicapal saat ini melalul major project reformasi
sistem keschatan nasional yang kemudian diiringi dengan pelaksanaan
transformasi sistem kesehatan di Kementerian Keschatan sama-sama
ditujukan untuk penguatan sistem ketahanan Keschatan, hal inijuga seiring
dengan Inpres 4 tahun 2019, Kondisi urnum menuju ideal yang ingin dicapai
melalui pelaksanaan peta jalan penguatan surveilans berbasis masyarakat

(SBM] adalah terwujudnya sistem survellans berbasis masyarakat yang

memberikan informasi, deteksi dini penyakit, dan fakior risikonya schagai

dasar pengembangan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan.

Posisi penguatan SBM yang sinergl untuk sistem surveilans yang saal ini

sudah ada dijelaskan pada gambar 1. Hasil yang ingin dicapai dari

pelaksanaan penguatan SBM adalah,

a. peningkatan pelayanan publik dalam kinerja di bidang pelatihan,
pembinaan dan pemanfaatan sistem informasi serta respon terhadap
laporan masyarakat,

b. peningkatan partisipasi dan kepemilikan melalui  pemberdayaan
masyarakat melalui perannya sebagai kader SBM, yaitu
1} membangun jejaring dengan mitra & lingkungan kerja;

2) memproduksi data awal untuk mendukung peringatan dini;
3) memberi dukungan pemda melak sanakan respon cepat.

Gambar 8. Posisi Penguatan SBM terhadap Existing Surveillance
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Pelaksanaan SBM akan melenghkapi sistem surveilans berbasis institusi
vang saat ini dilaksanakan oleh unit-unit layanan seperti puskesmas,
puskeswan, rumah sakil dan laboratorium. SBM tidak menggantikan atau
mengalibkan kewajiban dan tanggung jawab pada unit layanan yang
diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan adanya SBM,
maka unit Jayanan akan didukung informasi lchih dini sebelum secara nyata
terjadi permasalahan kesehatan,

Dalam rangka mencapai kondisi umum secara sistematis sebagaimana
dimaksud dalam peta jalan ini, maka pengelolaan herbagal upsyva dibagi
dalam 3 (tiga) komponen, yailw; input, proses dan hasil. Hubungan antara
komponen tersebul diharapkan sken memberikan manfaat dan dampak
balk langsung maupun tidak Jangsung {dijelaskan pada tabel 10).
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Tabel 10. Pengelompokkan Upaya Pencapaian Kondisi Umum

Pengumuman SBM

- Input-. : ~ Proses. - - -| . Hasilantara (Output] -
1. Kcbijakan/regulasi LM 1. Dokumen hasil

teknis Sosialisasi, diseminas: wdentifikasi kebutuhan
2. Kurikulum dan dan advokasi kader /relawan SBM di

silabus, modul, tingkat Desa/Kelurahan
GBPP pembelajaran | Utama: 2. Jumlah kader/relawan
pelatihan 1. Recruitment kader terlatih
3. Sistem informasi 2. Pelatihan 3. Jumlah desa/kelurahan
3. Pelaksanaan tugas melaksanakan SBM
kader /relawan SBM | 4. Tingkat keaktifan
4. Pembinaan laporan kader SBM

5. Validitas Ia)g'an a.lert

-Hasil dkhi t (Odtcomeg)-—< - .= =i

Tcrwu ,rudnya sistem surveilans berbasis masyarakat yang mcmbcnkan
informasi, deteksi dini penyakit, dan faktor risikonya sebagai dasar
pcngembangan kebijakan untuk mewujudkan ketahanan keechata.n

--M.anfiaat d an D am p ak — -~

b i= i

1.

3.

S

Jejaring puskesmas dari aspek
upaya Kesehatan bersumber daya
masyarakat bertambah.
Masyarakat di desa/kelurahan
terlatih dan mampu berpartisipasi
dalam pengamatan, pelaporan dan
respon dini terhadap gejala
penyakit dan faktor risikonya yang
menjadi tanda munculnya suatu
permasalahan keschatan di
masyarakat,

Kinerja layanan publik terhadap
laporan masyarakat meningkat

Tidak langsung:
1. Mendukung pelaksanaan SPM

kesehatan dan SPM sub urusan

bencana:

a. Data dan informasi

b. Respon dini kejadian
berpotensi KLB

. Terwujudnya pembangunan

masyarakat desa.

. Meningkawnya kesiapsiagaan dan

mitigasi bencana non alam.

2. Ruang Lingkup SBM :
Jenis penyakit dan/atau gejala serta faktor risiko yang masuk dalam
ruang lingkup SBM, termasuk atau saling beririsan antara daftar penyakit
berpotensi wabah {(Permenkes No. 1501 tahun 2010 dan jenis penyakit yang
ada dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Jenis penyakit
dan/atau gejala serta faktor risiko lainnya yang belum menjadi irisan namun
telah di buat definisi komunitas adalah kejadian tidak biasa pada hewan,
kejadian tidak biasa pada manusia, tuberkulosis, COVID-19, Gizi buruk dan
keracunan' makanan. Total jenis penyakit danfatau gejala yang masuk
dalam surveilans berbasis masyarakat berjumlah 32 {tiga puluh dua) jenis.
Dalam implementasinya jenis penyakit/gejala yang akan dilatihkan dan
diamati serta dilaporkan menyesuaikan risiko yang ada di daerah.

Tabel 11. Jcms.Pcnyaklt atau Gejala
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- No. Permenkes No. 1501 " ['Sistem Ké waspadaar - Lainnya
n tahun 2010(17 jenis Duudan Respon [..3 (d.eﬁmax komunitas
- | . penyakit'be'rpoténsi |’ - . gejd ] | aldem i c
-- WEQ”..h] R IR aar i e A e 4 -—_ (9]3&! l.)
1. | Kolera Tersanghka kolera
2. | Pes
3. | Demam berdarah Tersangka demam Demam berdarah
| _ |dengue dengue dengue
4, | Campak Tersangka campak Gam p ak ]
S. | Polio AFP (Lumpuh layu )
maddald | ]
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6. | Diften Tersangka difteri Difteri
7. | Pertusis Tersangka pertusis
8. | Rabies Kasus GHPR Rabies
Q. | Malaria Malaria konfirmasi Malaria
10. | Avianinfluenza [H5N1) | Tersangka flu burung Flu burung
pada manusia
11. | Antraks Tersangka antraks Antraks
12. | Leptospirosis Tersangka leptospirosis__| Leptospirosis
13. | Hepatitis
14, | Influenza A HINI
pdm09
15. | Meningitis Tersangka meningitis/
encephalitis
16. | Yellow fizvar Jaundice akut
17. | Chikungunya Tersangka chikungunya
18. Diare akut Diare
19. Pneumonia
20. Influenza like ilines
2]. Tersangka HFMD
22. Diare berdarah/disentri
23. Tersangka tetanus
neonatum
24, Tersangka tetanus
25. Kluster penyakit tidak
lazim
26. Tersangka demam tifoid
27, Kejadian tidak biasa
pada hewan
28. Kejadian tidak biasa
pada manusia
29. o Tuberkulosis
30. . COVID-19
31. Gizi buruk
32. Keracunan makanan
Keterangan:

® Pada kolom lainnya yang telah diberikan latar berwarna teiah masuk dalam
kegiatan piloting dan teclah memiliki definisi komunitas untuk memudahkan
kader/relawan SBM mengenali gejala, sedangkan gizi buruk dan keracunan
makanan belum memiliki definist komunitas. .

® Cetak tebal pada baris nomor 8,10,11, 12 dan 29: bersifat zoonosis (menular dari
hewan ke manusia)

Dari 32 {tiga puluh dua) jenis penyakit/gejala serta faktor risiko yang
masuk dalam ruang lingkup SBM baru 15 (lima belas) yang telah melalui
proses uji coba/piloting dan/atau memiliki definisi kasus komunitas.
Pengembangan definisi komunitas penting dilakukan agar masyarakat
dengan mudah mengenali gejala yang muncul dan dapat diamati oleh panca
indera. Pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah diagnosa
suatu penyakit dan perlu dipahami olch kader/relawan SBM agar
komunikasi yang dilakukan dalam komunitas mereka mampu menghindari
“stigma’,

Kerangka Operasional

Untuk memudahkan pemahaman ketika mengacu peta jalan ini sebagai
pedoman dalam perencanaan, penyusunan sinergi, Kerja sama, dan
kolaborasi pelaksanaannya, maka disusun: ;

a. Timeline/linimasa sebagai gambaran umum kegiatan tahunan yang
perhu dilaksanakan (Gambar 9).
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b, Klaster atau pengelompokan berdasarkan kegialan yang saling terkait
atau sejenis (Gambar 10), yaitu:
1) koordinas:, sinkronisasi, pengembangan dan penetapan kebijakan;
2) penyelenggaraan pelatihan; dan
3) pembinaan dan pelaporan; pengerahan sumber daya dan koordinast
pelaksanaan.

Gambar 9. Timeline Penguatan Surveilans Berbasis Masyarakat tahun
2021 - 2024
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Gambar 10. Klasterisasi Kegiatan dalam Satu Proses Bisnis
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Detail kerangka kerja dari 4 (empat) Klaster peta Julan penguatan SBM,
sebaga: berikut;

Klaster 1: Xoordn asi, Sinkrorusast, Pengembangan dan Penetapan
Kebijakan

Arca ini berkaitan erat dengan fungsi-fungsi perumusan kebijakan,
koordinasi dan perencanasn serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kedijalean {det!! peran institusi pada setiap tingkaran pada lampiran 1),
Substanst yang dibahas pada area ini adslah:

1. a Peta jalan penguatan SBM sebagai acuan bagi lintas scktor untuk
menyusun kebijakan yang bersifat teknis untuk pelaksanazan di daerah,
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1.b.Kebijakan teknis sebagai acuan pelaksanaan SBM yang perlu
dipersiapkan diantaranya:

1)

2)

3)

4)

Petunjuk teknis surveilans berbasis masyarakat. Kebijakan ini perlu
secara terperinci menggambarkan teknis pelaksanaan {entang
bagaimana scorang kaderf/relawan melaksanakan SBM.
Direkomendasikan agar Kebijakan tentang petunjuk teknis dapat
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

Perekrutan dan penggerakan relawan/kader di bawah binaan
Kementerian dan Lembaga atau relawan/kader di tingkat
Desa/Kelurahan, Direkomendasikan agar kebijakan tentang
perekrutan dan penggerakan relawan/kader dapat ditetapkan oleh
Kementerian Keschatan, Kementerian Sosial, Kementan, KLHK,
KemendesPDTT dan BNPB serta organisasi mitra lainnya seperti
PMI;

Akses pembiayaan untuk operasionalisasi SBM, termasuk
diantaranya insentif bagi para kader/relawan. Agar tercipta
pembiayaan yang inklusil bagi para relawan/kader SBM, maka
direkomendasikan agar kebijakan tentang akses pembiayaan dapat
ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (APBD), Kemendes PDTT
(APBD Desa), BNPB/BPBD, Kementerian Kesehatan (Biaya
Operasional Keschatan) dan organisasi mitra lainnya seperti PM[;
Panduan pelaksanaan SBM bagi pemerintah daerah, termasuk
kerja sama dengan para mitra. Dirckomendasikan agar kebijakan
dapat ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

1. ¢. Menyusun meckanisme koordinasi di tingkat pusat dan dacrah. Olch

karena

pelaksanaan  SBM  akan dilakukan secara pentahelix

(keterlibatan lima unsur: pemerintah, masyarakat, akademisi, media
dan mitra), maka diperlukan scbuah wadah koordinasi. Dengan adanya
wadah/forum koordinasi, diharapkan sumber daya yang dikerahkan
oleh ke-5 (liina) unsur menjadi sinergi dengan hasil yang efektif
sehingga mampu mewujudkan heaith resilient di tingkat masyarakat.

Tabel 12. Matriks Kegiatan dan Target Klaster 1

-No: Ko atasgi—. - i1E UL dTarget o o
v e po e e FUNEESERT - T DO2TI20889028 19024 -
1. | Perumusan dan Keinenko PMK v J
penctapan kebijakan
payung (Peta Jalan)
2. | Kebijakan teknis
® Petunjuk teknis Instansi penjuru: B
surveilans Kemenkes
berbasis [nstansi terkait:
masyarakat Kementan, KKP,
KLHK, Kemendagri,
PMI, BNPB,
| Kemendes PDTT.
e e e S L R
® Perekrutan Kemenkes, N
dan/atau Kemensos,
penggerakan Kementan, KLHK,
relawan/kader di | KKP,
bawah binaan KemendesPDTT,
Kementerian dan BNPB, dan PMI
Lembaga atau
relawan /kader di |
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F 3T s Pelakha na -z Rrget =
i R R 73 5 | 12372024
Desa/Kelurahan
Akses pembiayaan | Kemendagri v
untuk {APBD), Kemendes
operasionalisasi PDTT (APBDesa),
SBM, termasuk BNPB, Kemenkes
diantaranya (BOK) dan PM!
insentif bagi para
kader /relawan
® Panduan Kemendagri i
pelaksanaan SBM
bagi pemerintah
daerah, termasuk
kerja sama dengan
para mitra
3. | Sosialisasi dan Instansi penjurw: N v
advokasikebijakan Kemendagri
Instansi terkait:
Kementan, KKP,
KLHK, Kemenkes,
PMI, BNPB,
KemendesPDTT
4. | Pemantauan dan Kemenko PMK v v
evaluasi
5. | Pembentukan Kemenko PMK v ¥ v
wadah/forum {pusat)
koordinasi lintas K/L | kemendagri
(daerah) |

Klaster 2: Penyelenggaraan Pelatihan

Potensi sumber daya yang telah diiniasi vleh PMI dan IFRC melalui
dukungan USAID adalah materi pelatihan bagi relawan SBM. Dengan materi
pelatihan yang ada, relawan telah mampu menjlankan fungsi pengenalan
gejala sesuai definisi kasus komunitas dan memberikan dukungan respon
dini terhadap alert (kejadian penyakit di masyarakat) Apabila SBM akan
dilaksanakan sccara nasional, beherapa kegiatan yang diperlukan untuk
penyelenggaraan pelatihan kedepannya adalah:

2. a Menyusun kurikulum dan silabus, modul, GBPP pembelajaran
bersama antara PMI dengan Kemenkes guna penyesuaian sebagaimana
petunjuk teknis SBM yang ditetapkan.

2.b Membuat rencana pelatihan bersambung, yang terdiri dari:

1) Pelatihan bagi master of trainer di tingkat pusat oleh Kementerian

Keschatan;

2} Pelatihan bagi pelatih di tingkat dacrah oleh Pemerintah Daerah
Provinsi; '

3) Pelatihan bagi relawan/kader oleh Pemerintah  Dacrah
Kabupaten/Kota.

2. ¢ Pembiayaan pelatihan dapat dibebankan melalui APBN/APBD atau
sumber biaya lainnya, termasuk melalui kolaborasi dengan para mitra.
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Tabel 13. Matriks Kepiatan dan Target Klaster 2

- ey A S O e o0 2023 [ 202
1 Menyusun Kurikulum | [nstanst penjur v
dan silabus, modul, Kemenkes
GBPP pembeiajaran Instanst terkait;
Kementan, KKP,
KLHK, Kemendagri,
PMI, BNPB,
Kemendes PDTT
2 Pelatihan [MT dan Kemenkes ¥ v
TOT}
3 Skema sertifikasi PML Y
Profesi
4 Piloting pelatthan (6 | Kemenkes y
daerah pilot)
5 | Piloting sertifikasi PMI v
|| profesi
B Pelatihan kader SBM | Kemenkes, Y v
Kementan, KKP,
fe e - KLHK, Pemda, PMI |
7 Sertifikasi profess PMI v o

Klaster 3: Pembinaan dan pelaporan

Pelaksanaan SBM dilakukan secara terus menerus untuk berbagai
penyakit. Pembinaan secara teknis dilukukan untuk menjaga akurasi dari
pelaporan, serta untuk menjaga komitmen dari para relawan/kader dalam
melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan oleh
Puskesmas melalui pertemuan reguler/terjadwal atau sewaktu-wakiu
Kementerian dan lembaga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk
mendukung pelaksanaan klaster pembinaan dan pelaporan sebagai bagian
dari komponen mpul.

Pelaporan SBM dilaksanakan secara berjenjang melalui proses
verifikasi (menyesuaikan perkemnbangan sistem informasi) scbelum masuk
ke sistem surveilans kesehatan masyarakat yang ada di Puskesmas {gambar
11

Tabe! 14, Matriks Kegiatan dan Targel Klaster 3
No. Keglatan Instansi Pelaksana

Ta .
12021 (2022 {2023 |2024
1 Pengembangin Sistem | Koordirasi: Kemenko v N

Informas: PMK

“termasuk database Instansi penjur
dan rekrutmen relawan | PMI

“itur mutas: kader Instansi terkait

Kementan, KKP,
KLHEK, Kemendagri,
BNPB, Kemendes 1

PDTT =
2 Prolotype integrasi Koordinasi: Kemenko v
dengun existing PMK
surveillance system Pengembangan: PMI

Instansi terkait:
KemenKemmkoeminlo,
Kemenkes, BNPB,
Kementan, KLHK,
e KK®P ; = o
3 Bimtek penggunaan PMI, Kemenkes v
sistem informasi

{

www.peraturan.go.id



-71-
kepada pembina
[bagian dari pelatihan)
4 Bimbingan tcknis SBM | PMI, Kemenkes v v N
kepada Pemda
uslesmas|
5 Jambore surveilans Kemenkes vV v

Gambar 11. Alur Pelaporan dan Pembinaan di Tingkat Pelaksana

Falam I
Bureminm Kwadwiomn
8- 0 © [wemrabal
-
|

Piiberma y\
; ‘ Puskesmis
. ¥ S g Voabath durt Bary |44 Merfrmesi gemmtissn
2 Penrt e AUt s b i el s e T
-~ R, i Pl Ean Chbehaie e R AR D L

Eati g3 brsem (e wleste Gasy rmianin /b ader TGN
-
iy @ E Pombeann. netaires 1 Duwian

Keterangee

I Anonbaatot SRM Ak Szpd s Desalleal aome witeg

vy Ietsn b

4 B Saperihay sleleh ooy phng ik Sele s bn

Fowam | [

(hate /' I b Prtupe e et ag Bufungs ekl demi
e N Jobss AT b e i Nt e s s e

0S

Klaster 4: Pengerahan sumber daya dan koordinast pelaksanaan

4.a

4 b

Relawan/Kader SBM dapat berasal darl wunsur masyarakat

desa/kelurahan, unsur relawan/kader vang sudah ada [Relawan PMI,

Relawan Tagana, Relawan Destana, Pramuka, kader program

keschatan dan  lain-lain, sesuai  dengan keanggotaan forum

pengurangan risiko bencana), dan/atau unsur komunitas masyarakat

(peternak, pembudidaya, pecinta hewan dan lain-lain sesuai dengan

karakter daerah). Tahapar pengerehan sumber dava melaiai proses

rekrutmen relawan/kader SBM yang meliputi:

1} identifikasi kebutuhan;

2) Selek sj

3) Pengusulan pelatihan;

4) Penctapan,

Koordinasi pelaksanaan SBM akan dijelaskan lebih detail pada BAB V.

Tahapan rekrutmen relawan/kader SBM, sebagai berikut:

1) Desa/kelurahan mengidentifikasi kebutuhan relawan/kader SBM,

2 Desa/kelurahan mengumumkan  dan mendaltar  calon
relawan/kader SBM yang bersumber dari relawan kebencanuaan,
kader Jumantik, kader Posyandu, kader/relawan PMI atau
pemuda/i di wilayahnya.

3) Desa/kelurahan merekomendasikan nama-nama calon

relawan/kader yang memenuhi kriteria uniuk mengikuti pelatihan
vang diselenggarakan Dinas Kesehatan.

4) Camat mengusulkan nama-nama calon relawan/kader dari
lurah/kepala desa sebupai peserta pelatihan,

5] Dinas Keschatan Kabupaten/Kota mengalokasikan kegiatan
pelatihan bagl relawan/kader SBM per desa/kclurahan.

6) Kepala Dinas Keschatan Kabupaten/Kota memberikan surat
perigusulan penetapan dan pelantikan kader/relawan SBM dan
perangkat pelaksana SBM.

2022, No.1136
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7) Bupati/Walikota memberikan surat penetapan relawan/kader dan
perangkat pelaksana SBM scsuai wilayah kerjenya.

Tabel 15. Matriks

“Kegiatan |

S P A

Plloting di 4 dacrah

PMI - [FRC

Perluasan daerah
piloting (menjadi 6
dacrah) — khusus
Surveillans AFP
berbasis masyarakat
di 10 kab/kota di 5
orovins

PMI- [FRC

<4

Diseminasi tentang Kemendagri, v ¥
ksanaan Kemenkes, PMI,
surveilans berbasis Kemendes PDTT, KKP,
masyarakat BNPEB
Penguatan kerjasama | Kemendagri, PMI, v ¥ v
dan komitmen BNFPB, Kemenkes,
pelaksanaan SBM di Pemprov
vusat-dacrah
Rekrutmen kader Masyarakat desa: v v
SBM Kemendes PDTT
(penambahan tugas
pendamping lokal
desal, Pemdes
Relawan:
BNPB/BPBD,
Kemensos, Pemda
Kab/Kota
(manfaatkan forum
PRB)
Komunitas:
Kementan, KLHK,
KKP, Kemenkes
Pemantauan dan Kemendagri, v ¥
gvaluasi kinerja kader | Kemenkes, Kemensos,
PMI, Pemda
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BABV
MEKANISME KOORDINASI

Dalam rangka pelaksanaan peta jalan penguatan SBM secara terkoordinasi
lintas sektor dengan melibatkan para mitra kerja dan berbagai pemangku
kepentingan (pentahelix keterlibatan lima unsur: pemerintah, masyarakat,
akademisi, media dan mitra}, dibentuklah mekanisme koordinasi yang terdiri
dari forum-forum koordinasi, sebagai berikut:

1. Koordinasi Tingkat Pusat

Pengorganisasian untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelaksanaan
peta jalan ini oleh masing-masing instansi, yang apabila diperlukan, dapat
membentuk tim/kelompok kerjafsatuan tugas. Pengorganisasian sebagal
wadah koordinasi lintas sektor dilaksanakan dalam bentuk kelompok kerja
lintas Kementerian/Lembaga, dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, melalui usulan Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan, Tugas umum wadah koordinasi adalah:

a. mengoordinasikan rencana dan pelaksanaan;

b. melaksanakan pemantauvan dan evaluasi; dan

c. merckomendasikan dukungan kebijakan.

Tugas spesifik lainnya dari wadah koordinasi diatur kemudian sesuai
kebutuhan. Pelaksanaan tugas wadah koordinasi dilaksanakan melalui
forum koordinasi termasuk melibatkan daerah, mitra kerja, dan para
stakeholder, yang terdiri dari:

a, rapat koordinasi pengusulan rekomendasi kebijakan;

b. rapat koordinasi teknis;

¢. pertemuan kelompok kerja;

d. kunjungan kerja dalam rangka pemantauan dan evaluasi; dan

e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

2. Koordinasi Tingkat Provinsi

Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah
sekaligus penghubung antara pusat dengan Kabupaten/Kota, memiliki
posisi penting agar kebijakan penguatan surveilans berbasis masyarakat
terlaksana dengan baik, Gubernur dapat membentuk wadah koordinasi
apabila diperlukan. Pemerintah provinsi menyelenggarakan forum
koordinasi dan berbagai kegiatan, termasuk darn tidak terbatas pada
sosialisasi, diseminasi dan fasilitasi kegiatan melalui forum pengurangan
risiko bencana dalam rangka penguatan kerjasania pelaksanaan SBM antar
perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota dan/atau dengan para mitra
kerja atau stakeholder.

3. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Bupatif/Walikota dapat membentuk wadah koordinasi apabila
diperlukan. Pemerintah provins: menyelenggarakan forum koordinasi yang
meliputi: 3
a. Koordinasi dalam rangka rencana pelaksahaan SBM, meliputi aspek

identifikasi kebutuhan, rencana rekrutmen dan usulan pelatihan
kader /relawan serta penylapan dan pelaksanaan pelatihan. Pembagian
peran para pihak dalam pelaksanaannya dijelaskan pada gambar 11.
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Gambar 11. Diggram Alur Peran Para Pihak dalam Rangka Pelaksanaan
Surveilans Berbasis Masyarakat
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b. Koordinasi penyiapan perangkat pelaksanaan SBM, mellputi aspek
penyiapan pengusulan penetapan dan pelantikan kader/relawan SBM
dan perangkal pelaksana SBM oleh Bupati/Walikota dari Kepala Dinas
Kesehatan, Koordinasi melibatkan Dinas Kesehatan (sebagai kogrdinator
penyinpan perangkat pelaksanaan SBM), PMI Kabupaten/Kota, Camat,
Kepala Puskesmas, Kepala Desa dan Lurah, Forum koordinasi yang
diselenggarakan Dinas Keschatan membahas penugasan kader/relawan
SBM dan pembentukan perangkal pelaksana SBM yang terdiri dari
supervisor SBM, koordinator SBM, dan pembina teknis. Surat penetapan
Bupati/Walikota juga sekaligus mencantumkan Camat scbaguai
koordinator untuk respon alert, pembinaan dan pengawasan seria
langkah-langkah antisipas! antar desa/kelurahan. Setelah penetapan,
para kader/relawan SBM akan diberikan surat tugas oleh Kepala Desa
atzu Lurah sesuai wilayah masing-masing,

c. Koordinasi pelaksanaan, meliputt berbagai aspek pelaksanaan SBM yang
melibatkan kader/relawan, laporan aiert, feedback, respon dini dan
pembinaan scrta respon dan antisipasi aiert antar desa/kelurahan
Koordinasi peleaksanaan dipimpin oleh seorang koordinator SBM,
meiibatkan supervisor, pembina tckniz dan para kader/relawan.
Gambaran utuh hubungan antara koordinasi penyiapan perangkal dan
pelzksanaan SBM dijelaskan pada gambar 12
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Gambar 12. Koordinasi Penyiapan Perangkat dan Pelaksanaan
Surveilans Berbasis Masyarakat
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Detail pembagian peran/tugas vara pihak dalam  melaksanakan

koordinasi SBM di tingkat kabupaten/kota sebagal berikut:
Relawan/Kader yang bertugas di area Rukun Warga [RW) untuk:

a.

1)
2)

3)
4

mengamali kejadian/rumor;

membuat laporan alerf, menggunakan alat bantu (form laporan dan
forum media komunikasi);

melakukan verifikasi lanjutan (sesuai arahan supervisor); dan
melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE] (respaon).

Supervisor yang bertugas di arca Desa/kelurahan untuk:

1)
2)
3

merekapitulasi Japoran alert dari relawan/kader;
melakukan input data alert ke dalam aplik asi/sistem informasi SBM;
memberikan pengarahan veritikesi lanjutan terhadap leporan alert

. kepada relawan/kader; dan

4)

melaporken data alert vany telah terverifikasi kepada Koordinator
SBM dan Puskesmas (nelalii petugas surveilans),

Petugas Surveilans untuk wilayah kerja Puskesinas (pembina teknis):

4
2

3

4)

memberikan pembinaan. tckiis untuk peningkatan perigetahuan
pelaksana SBM;

memberikan umpan balik apabila terdapat informasi dani luar
pclaksana SBM;

melakukan umpan balik verifikasi alas laporan oiert dari supervisor,
terutama untuk alert yang belum terdeteksi dari sistem kesehatan
masyarskal; dan

Menyelenggarakan pertcmuan rutin dengan relawan/kader.

Koordinator SBM yang bertugas di area Desa/kelurahan:

1)
2
3
4

3

mengoordinasikan supervisor;

melapork an aktivitas ke k ovrdmator tingkai daerah;

evaluasi laporan dan kinerja relawan;

berkoordinasi dengan stakehelder terkait uniuk pclaksanaan respon
dini; dan

mclaporkin alert kepada Camat.

Kenala DesafLurah:

2022, No.1136
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1) melakukan pendataan relawan/kader SBM di wilayahnya (sebagai
salah satu acuan: berdasarkan kebutubhan minimum 1 RW = 1
relawan/kader), Data disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melalui Puskesmas;

2) mcrckomcndasxkan nama-nama calon kader/relaWan SBM kepada
camat;.

3) menerbitkan surat penugasan kader/relawan SBM; dan

4) mengoordinasikan  pelaksanaan SBM dan  menggerakkan
relawan/kader untuk dukungan kegiatan surveilans dan respon dini
(sesuai kebutuhan).

f. Camat:
1) mengusulkan nama-nama calon kader/relawan kepada kepala dinas
kesehatan;

2) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SBM; dan
3) mengoordinasikan respon dan antisipasi alert antar desafkelurahan,
g Kepala Dinas Kesehatan:

1) mengalokasikan kegiatan pelatihan calon kader/relawan SBM;

2) bersama Kepala Desa dan PMI menun juk supervisor dan koordinator
bagi relawan/kader SBM; dan

3) menentukan jenis penyakit yang menjadi target pelaksanaan SBM
fcatatan: salah satu acuan dalam menentukan adalah Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-
Urusan Bencana Dacrah Kabupaten/Kota, setidaknya adalah jenis
penyakit zoonosa atau penyakit berpotensi KLB),

h. Sckretaris Daerash  Kabupaten/Kota (koordinator SBM  tingkat
Kabupaten/Kota} melalui Asisten Pemerintahan - Sctda
Kabupaten/Kota:

1) mengoordinasikan dukungan kebijakan dan sumber daya di daerah
untuk pelaksanaan SBM;

2) fasilitasi  kerjasarmna  pelaksanaan SBM  antara  Pemda
Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dengan pihak mitra;

3) penggerakan relawan/kader dalam memberikan dukungan untuk
pelaksanaan kegiatan-kegiatan di luar wilayah penugasan; dan

4) melaksanakan pemantauan dan evaluas: pelaksanaan SBM.

1.  Bupati/Walikota:

1) memberikan arahan dan dukungan kebi )akan pelaksanaan SBM;

2) menerbitkan surat keputusan penetapan Kkader/relawan dan
‘perangkat pelaksana SBM; dan

3) melantik kader/relawan dan perangkat pelaksana SBM.
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BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peta jalan ini dilakukan
melalui pengukuran capaian komponen input, proses dan output (BAB [V),

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SBM dari aspek teknis dilaksanakan
oleh kementerian dan lembaga yang menerbitkan kebijakan (komponen
input).

Pengukuran secara kuantitatil dilaksanakan oleh instansi pelaksana
terhadap kegiatan sebagaimana matriks yang telah disusun pada BAB IV.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui forum koordinasi
dan kunjungan kerja lapangan untuk menemukan fakta-fakta
permasalahan dan inovasi.

Pemerintah daerah berperan scbagai fasilitator dan pendamping
pemantauan dan evaluasi dari Kementerian/Lembaga.

Apabila diperlukan, dapat disusun suatu alat bantu pemantauan dan
evaluasi SBM.

Pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
SBM dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Pemantauan dan cvaluasi di tingkat pelaksanaan (desa/kelurahan)| terhadap
aktivitas relawan/kader SBM dilakukan secara elextronik yang terintegrasi
dalam sistem informasi pelaporan.

Hasil  pemantauan dan  evaluasi yang  dilaksanakan  oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dibahas dalam forum
koordinasi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.

No. | Instansi = Peran

Tabel 16. Matriks Peran Institusi Pada Berbagai ngkatan

Kemcnwrlan dan Lemba ga

Kementerian Koordinator | Mengoordinasikan penyusunan kebijakan K/L
Bidang Pembangunan daiam pelaksanaan SBM schagai bagian dari

Manusia dan penguatan kapasitas surveilans dan respon dini
Kebudayaan . ’
Kementerian Kesehatan a. Merumuskan Kurikulum dan silabus, modulj,
- GBPP pembela jaran
b, Menyelenggarakan pelatihan SBM
c. Menyusun petunjuk teknis
d, Menyusun kebijakan dukungan pembiayaan

operasional untuk pembinaan dan pelaporan

SBM di puskesmas

Akreditasi pelatihan SBM

Bekerja sama dengan Kementan, Kemensos,

BNPB dan PMI serta mitralainnya |

g Mengintegrasikan sistem informasi surveilans
kesehatan dengan sistem informasi SBM

=o

Kementerian Pertanian a, Bersama Kemenles, PMI dan BNPB
Merumuskan Kurikulum dan silabus, modul,
GBPP pembeiajaran

b. [dentifikasi dan membangun jejaring
komunitas sebagai sasaran kader SBM

¢. Mengintegrasikan sistem informasi surveilans
kesehatan hewan dengan sistem informasi
SBM :

d__Menyelenggarakan pelatihan SBM

Kementerian Lingkungan | a. Bersama Kemenkes, PMI dan BNPB
Hidup dan Kehutanan Merumuskan Kurikuium dan silabus, modul,
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oo

-

M,

b. Tdentifikasi dan membangun jejaring
komunitas sebagai sasaran kader SBM

c. Mengintegrasikan sistem informasi surveilans
Sehat Satli dengan sistem informasi SBM

RS SR T S =

o

Kementerian Dalam
Negeri

a Menyusun Kebijukan pelaksanaan bagi
pemerintah daerah

b. Mclakuk an advokasi k cpada pemerintah
daerah

Kementerian Desu,
Pembangunan Daerah
Tertinggnl dan
Transmigrasi

Menyasun kebijakan dukungsn pelaksanaiin SBM
di Desa termasuk alokasi belania desa bidang
pemberdayaan masyarakat

Kementerian Sosial

Melakukan evaluasi, kajian, dan/atau
penyempurnaan peratuwran perundang-undangan
Permensos No. 128 tahun 2011 tentang Xampung
Siaga Bencana, untuk mengakomodir penugasan
relawan Tagena sebagai Kader/Relawan SBM

Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana

a. Bersama Kemenkes, PMI dan Kementan
merumuskan Kurikwlum dan silabus, modul,
GBPE pembelajaran y

Melakukan evaluasi, kapan, dan/atau
penyempurnaan peratwan perundang-
undangan Perka BNPE No.'1 tahun 2012
tenang Pedoman Umum Kabupaten/Kota
Tewmgauh Bencana, untuk mengakomodir
penugasan relawan Destana/Katana schagau
Kader/Relawan 23M .
Mengintegrasikan sistem informasi
kebencanaar: dengan sistem informasi SBM
Menvelkenegarakan pelatiban SBM

b.

(5

Sekretariat Kabinet

Membertkan dukungan pemikiran berupa
pertimbangan asprk kbgal dalam peluksanaan
SBM

Melakukan pemanianan pelalsanaan SBM
sebag:ni bugian pelak sanic in Inpres 42019

10

PMI Pusat

Hersama Kemenkes dan lintas

Kem enterian /Lembagn merumuskan
Kurikulum dan silabus, modul, GBPP
pembeiajaran

Meriyusun skema sertifikasl profesi SBM
Melaksanakan perlunsan pilbtin g SBM
Menjalin kerja sama dengan lintas
Kementerian;/Lembuga

Advokasi dan Tasililasi penguaten kerja sama
antarn PMI di daerah dengan Pemda
Mengembangkan sistem mformasi SBM
erintogras!

Menyelcauggra®k an pelation SBM

B
Pemcrmtah Provinsi

w!

Sckretanat Dacrah

Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan SBM:
i Pelatihan TOT pelakscuiaan SBM

b. Advokazi kepade Kabuputen/Kota

¢ Dulungan kebijskan anggaran peluksanasn

SPiVl Keschatan

Dinas Kesehatun

a. ldentifilcasi pchmng I« laborasi pelaksanaan
SBM dengan organisasi masyarakat sipil
Mengintegrasilian SBM scbagai bagian dari

polaksanaan SPM keschatan

b,

=

Badan Perencanaan dan
Pembangunan Dacruh

Wt

Mengalok asikan dukungan anggnnm pelakxanaan
| SBM

— -

WWw.pe
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4 | PMI Provinsi Koordinasi dan dukungan pelaksanaan SBM di

Kabupaten/Kota
- Pemerintah Kabupaten/Kota
1 | Bupati/Walikota a. Memberikan arahan dan dukungan
b. Menerbitkan surat keputusan penetapan
Relawan/Kader dan perangkat pelaksana
c. Melantik Relawan/Kader dan perangkat
pelaksana
2 | Sckretaris Daerah a. Menggordinasikan dukungan kebijakan dan
fasilitasi kerjasama
b. Penggerakkan Relawan/Kader
¢. Pemantauan dan evaluasi
3 | PMI Kabupaten/Kota a Identifikasi dan koordinasi penunjukan
Relawan/Kader PMI sebagal supervisor SBM
b. Kerja sama pclaksanaan SBM dengan Pemda
 (Dinas Kesehatan)

4 | Kepala Dinas Kesehatan a. Mengalokasikan pelatihan

b. Menggordinasikan penyiapan perangkat
pelaksana (koordinator antar desa/kelurahan,
koordinator pelaksanaan, super/isor,
Relawan /Kader)

c. Menentukan jenis penyakit

5 | Camat a. Mengusulkan nama calon Relawan/Kader

b. Mengoordinasikan respon alert antar
desa/kelurahan

Pemerintahan Desa/Kelurahun
1 | Kepala Desa/fLurah a. Mengidentifikasi dan pendataan kebutuhan
Relawan /Kader

b. Rekomendasi calon Relawan/Kader untuk
dilatih

c. Menerbitkan surat tugas

d. Mengoordinasikan pelaksanaan dan
dukungan (sesuai kebutuhan)

2 | Petugas Surveilans a. Memberikan pembinaan teknis untuk
untuk wilayah kerja peningkatan pengetahuan pelaksana SBM
Puskesmas (pembina b. Memberikan umpan balik apabila terdapat
teknis) informasi dari luar pelaksana SBM

¢. Melakukan umpan balik verifi kasi atas
laporan alert dari supervisor, terutama untuk
alert yang belum terdetcksi dari sistcm
keschatan masyarakat.

d. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan

_Relawan/Kader

3 | Koordinator SBM Kades/lurah atau yang ditunjuk:

a. Mengoordinasikan supcrvisor

b. Melaporkan aktivitas ke koordinator tingkat
daerah y

¢. Evaiuasi laporan dan kinerja Relawan/Kader

d. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait’
untuk pelaksdriaan respon dini

¢. Melaporkan dlertkepeda Cam at

4 | Supervisor (PMI) a. Merekapitulasi laporan alert dari

Relawan/Kader

b, Melakukan input data alert ke dalam aplikasi
/ sistem informas: SBM

¢. Memberikan pengarahan verifikasi lanjutan
terhadap laporan alert kepada Relawan/Kader

d. Mélaporkan data alerf yang telah terverifikasi
kepada Koordinater S8M dan Puskesmas

{melaluipetugas snzr\'eilax_]s).
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5 | Relawan/Kader/Kader Mengamati kejadian/rumor

Membuat laporan alerf, menggunakan alat

bantu (forr laporan dan forum media

komunikasi, atau melalui sistem informasi)

¢, Melakukan veriftkasi lanjutan (sesuai arahan
supcervisor) ) ) .

d. Melakukan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE] (respon dini).

L

Tabel 17. Penyclenggaraan Pelatihan Bersambung
ido.l Tipepeclathah Peiye lenggara | Pescxrta =

Pelatihan bagi | BBPK Ciloto Personil Kementerian/Lembaga: l
master of trainer, Kemenkes, Kementan, PMI, BNPB.
target =40 orang Kemendagri, KKP, Kemendes PDTT,

BBPK Ciloto, BBPKH Cinagara,
BBPK/Bupelkes Kemenkes, Balai
Diklat Pertanian (Keswan),

Skema;

a. Penyelenggara sekaligus penyokong dana pelatihian

b. Kolaborasi pendanaan dengan PMI atau mitra pembangunan

c. Pengirim peserta berkontribusi pendanaan .

2 | Pelatihan bagi | Bapelkes, BBPK, | Persone! Provinsi: Dinkes Provinsi,
pelatin di tingkat/ | BBPKH Cinagara, | UPT Pelatihan Keschatan Provinsi,
TOT daerah, targel = | Badan Diklat PMI ‘ Perangkai Dacrah Keswan Provinsi,

11.090 orang UPT-KLHK,

(Provinsif/UPT: 170, Ll:ersoncl KabjKota: Dinkes, PMI,
Kab/kota: 11.090} [Puskesm as

Skema:

a. Penyclenggara sekaligus penyokong dana pelatihan

b. Kolaborasi pendanaan dengan K/L, PMI[ atau mitra pembangunan
c._Pengirim peserta berkontribusi pendanaan

3 | Pelatihan bag Dinkes Kab/Kota | Calon Kader CBS
relawan/kader, - Puskesmas I

target = 80,000
orang di 514
Kabupaten/Kota A |
Skema:

a. Penyclenggara sckaligus penyokong dana peiatihan

b. Kolaborasi pendanaan dengan K/L, PMI atau mitra pembangunan

Catatan:
Materi pelatihan dapat menyesuaikan jenis ancaman penyakit di daerah:

Tahap 1: Paket pelatihan lima hari peréima telah diluncurkan dan scpenuhnya
mengalir ke tingkat komunitas. Paket pelatihan pertama ini membekali relawan
dengan keterampilan dalam Epidemic Control for Violunieers (toolkit ECV Lersedia
dalam Bahasa Indonesia) dan Keschatan dan Pertolongan Pertama Berbasis
Masyarakat, sebuah program unggulan yang sangat dihormati yang telah
diterapkan oleh IFRC dan Perhimpunan Nasional di lebih dari 125 negara di
seluruh dunia.

Tahap 2! Proses serupa diikuti dengan peluncuran paket pelatihan lima hari
kedua. Paket pelatihan kedua dibang un secara strategis pada paket pelatihan
pertamma dan  difokuskan pada penguatan keterumpilan dan  pengenalan
keterampilan baru datam SBM, promosi keschatan, komunikasi perubanian
perilaku, pertolongan pertama psikososial, kebersihan dan sanitasi untuk
pengendalian pényakit, pengumpulan data, pelaporan dun pemantau an serta
Keterlibatan dan Akuntabilitas Masyarakat. Relawan yang sudah terlatih
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memulai kegiatan promosi kesehatan dan SBM dalam waktu satu bulan setelah
pelatihan selesai di setiap kabupaten sasaran.

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR IKI«’ENDY
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU

PEDOMAN OPERASIONAL
SITUS WEB FORUM KOMUNIKAS] KOLABORASI PENCEGAHAN, DETEKSI,
DAN RESPON WABAH PENYAKIT DAN PANDEMI] GLOBAL

A, Pendahuiuan

Pembelajaran pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa Indonesia
membutuhkan penguatan dalam menghadapi ancaman keamanan
keschatan termasuk dalam hal pencegahan, {asilitas kesehatan, farmasi dan
alat keschatan scrta, kapasitas tenaga keschatan dan pemanfaatan
pembiayaan keschatan. Saat ini ancaman terjadinya wabah membutuhkan
reformasi sistem kesehatan yang perlu dilakukan termasuk area reformasi
penguatan pengendalian penyakit dan ketahanan kesehatan sehingga
dibutuhkan target terbangunnya sistem surveilans terpadu realtime dan
berbasis lab.

Upaya meningkatkan kemampuan ketahanan nasional dalam
menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non
alam akibat wabah penyakit, pandemik global penguatan ketahanan
kesehatan telah dibuatkan regulasinya di dalam Inpres No. 4 tahun 2019
pada tanggal 17 Juni 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam
Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wahah Penyakit, Pandemi Global,
dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia yang menginstruksikan kepada
{dua} Menteri Koordinator, 13 [tiga belas) Menteri, 5 (lima) Kepala lembaga
non kementerian, Kapelri, Panglima TN, Para Gubernur, Bupati & Walikota
untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan tennlegrasi
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan
kernampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit,
pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia, yang dapat
berdampak nasional dan/atau global, sehingga dibutuhkan dan
diperlukannya pemantauan dan evaluasi terhadap peliksanaan Inpres dan
capaian target indikator Inpres.

Komitmen xementerian/lembaga dan pemerintah  daerah yang
mendapat amanah Inpres sangat penting dalam kebijakan penguatan
koordinasi, komunikasi dan kolaborasi untuk percepatan peningkatan
kapasitas surveilans terpadu salah satunya dengan mernbangun sistem
pemantauvan dan evaluasi laporan pelaksandan Inpres seccara terintegrasi.
Karena itu penyediaan digital platform dalam bentyk situs web dapat
menjadi wadah dalam penguatan koordinasi, komunik asi dan kolaborasi
lintas sektor untuk peningkatan kapasitas detect, prevent dan respond dini
ancaman penyokit sebagai antisipasi ancaman _terjadinya pandemi
berikutnya.

1. Tujuan
a. Twuan Umum
Scbagai wadah komunikasi kolaboraai kemanterian, lembaga, dan
mitra dalam upaya pencegahan, deteksi, dan respon wabah penyakil
dan pandemi global.
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Tujuan Khusus :

1) Diseminasi informasi tentang upaya-upaya pencegahan, deteksi
dan respon wabah penyakit dan pandemi global dari
Kementerian/Lembaga dan Mitra;

2) Mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan surveilans;

3): Meningkatkan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan Mitra

4) Tersedianya sarana untuk pertukaran informasi tentang
surveilans terintegrasi; dan

S5) Pemantauan capaian target indikator peningkatan kemampuan
surveilans dan analisis resiko sebagaimana tercantum dalam
Inpres Nomor 4 tahun 2019,

2. Urgensi Penyediaan Media dan Platform
a. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi lintas scktor dalam mendeteksi,

mencegah, mitigasi, dan respon dini ancaman penyakit Zoonosis dan
PIBpotensi KLB/wabah/ masih belum intensil dilakukan di berbagai
tingkatan pemerintahan dan pada umumnya masih dilakukan di
tingkat nasional.

Peningkatan Kkapasitas deteksi, pencegahan dan respon dini
ancaman penyakit melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi
lintas sektor perlu ditingkatkan scbagai antisipasi ancaman
terjadinya pandemi berikutnya.

Belum tersedia wadah komunikasi yang berbasis digital (situs web)
sebagai pendukung kolaborasi lintas sektor terkait One Health yang
dapat menjadi forum komunikasi terpadu (one stop) lintas scktor
dalam berbagi informasi, berita, pengetabivan, pembelajaran serta
forum pemantauan dan pelaporan pelaksansan Inpres Nomor 4
tahun 2019. '

3. Sasaran Pengguna

a.

IR N

Kementerian/Lembaga:

1) Keémenterian/Lembaga Koerdinator;

2} Kementerian/Lembaga teknis;
Pemerintah Daerah;,

Institusi Pemerintah Pusat di Daerah;
Perguruan Tinggi;

Mitra kerja pembangunan;

Organisasi profesi dan organisasi masyarakat;
Masyarakat umum,

B. Ruang Lingkup

1. Konten situs web meliputi:
a. Aktivitas/Kegiatan* yang dilakukan oleh Kemecnterian/Lembaga dan

Mitra, meliputi:

1) pelatihan, lokakarya;

2) rapat koordinasi, Focus Group Discussior;
3) webinar atau seminar;

4) advokasi; dan

5) investigasi,

*dalam bentuk artikel singkat atau video
Berita dan Info, terdiri atas:

1) Berita Utama,

2] Info; dan

3} Rencana Aktivitas.

c. Artikel berupa opini para ahli dan sumber lain yang kredibel”

d.

Repositori* terdiri atas:
1) Regulasi
2} Pecoman;
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3] Petunjuk Teknis; dan
4) Sumber pembelajaran
*dalam bentuk dokumen, video, atau link URL yang dapat diakses
publik

¢, Laporan* Kementerian/Lembaga tentang  capaian kinerja
sebagaimana lampiran  Inpres Nomor 4 tahun 2019.
*dapat dilihat dan diedit sesuial dengan kredensial pada saat login dan
tidak ditampilkan kepada masyarakat umum

C. Pelaksana dan Peran dalam Operasional Situs Web
Kontributor situs web meliputi kementerian lembaga yang berada di
bawah koordinasi Kemenko PMK dan mendapat amanah dalam Inpres No.

4 tahun 2019, organisasi, akademisi, dan mitra terkait baik nasional

maupun internasional yang bergerak dalam upaya Pencegahan, Deteksi, dan

Respon Wabah Penyakit dan Pandemi Global, yang tanggung jawabnya

dipilah berdasarkan peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Super Administrator, dapat melakukan perubahan semua pada data dari
sisi situs web. Super Administrator (SA) ini adalah pengguna dari
Kemenko PMK yang mempunyai kompetensi yang cukup namun tidak
terbatas pada Informasi dan Teknologi (IT), jaringan komputer, dan
pernograman komputer. SA akan mengoordinasikan atau bekerjasama
sccara teknis dengan Administrator yang berada di Kementerian,
Lembaga atau Institusi terkait lainnya. ‘

2. Administrator {Admin), dapat memberikan update, persetujuan dan saran
untuk mengubah konten yang berhubungan dengan substansi, seperti
berita dan kontak, Admin ini adalah pengguna dari Kementerian dan
Lembaga lain kecuali Kemenko PMK yang ditunjuk, Administrator ini
mempunyai kompetensi yang cukup namun tidak terbatas psda
Informasi dan Teknologi (IT), jaringan komputer, dan pemrograman
komputer. Admin skan bekerjasama dengan SA untuk memberikan
asupan konten situs web scecara teknis,

3. Penulis (Author), dapat: ‘

a. Mcngisi data pemantauan dan rencana kerja masing-masing
Kementerian dan Lembaga

b. Memasukkan data berita dan agenda dari kegiatan masing-masing
Kementerian dan Lembaga

Author mempunyai kemampuar namun tidak terbatas untuk

mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan konten rencana

kerja, berita, laporan, modul dan Konten lain yang relevan yang akan

diunggah ke dalam situs web, Author ditunjuk oleh Kementerian dan

Lembaga terkait dan akan bekerjasama dengen Admin di masing-masing

institusinya. .

4. Peninjau [(Reviewer), yang melihat hasil asupan dari masing-masing
kementerian untuk diberikan saran dan tindak lanjul serta memberikan
persetujuan untuk release atau publish dar kegiatan atau berita.
Reviewer mempunyai kemampuan namun tidak terbatas untuk
menganalisis, inenyaring dan mengusulkan asupan data dan konten
yang akan diunggah ke dalam situs web. Reviewer berada dan ditunjuk
oleh Kemeatrian dan lLembaga terkait dan akan bekerjasama dengan
Author. '

5. Verifikator, melakukan verifikasi dan/atau validasi terkait substansi
materi yang skan dimasukkan ke dalam situs web. Verifikator
mempunyai kemampuan namun tidak terbalas untuk memutuskan
asupan atau konten yang akan diunggah ke dalais situs web. Verifikutor
akan bekerja sama dengan author dan reviewer untuk menganalisis dan
memilih konten dan asupan yang telah disaring oleh reviewer.

www.peraturan.go.id



-85-

6. Tamu- tanpa login (masyarakat umum)

D. Fungs: Situs Web
1. Penyebaran informasi berita, aktivitas, rapat, webinar, pendidikan dan
pelatihan  lintas sektor {akses luasp Sosialisasi informasi berita,
aktivitas, rapat, webinar, pendidikan dan pelatihan lintas sckior yang
dapat diakses oleh masyarakat |uas.
a Tim redaksi secara rutin meminta infofsosialisasi berita atau

b,
c.

d,

aktivitas yang telah dilaksanakan untuk diunggah demikian pula
untuk Info/sosialisasi berita atau aktivitas yang akan dilakukan.
Sebelum diunggah tim redaksi perlu melakukan yerifikasi

Tim redaksi secara rutin mencari berita/info atau tautan berjta/info
|[dalam negeri/luar Degerij yang relevan untuk diunggah;

Melakukan  tarikan  berita yang diambil dari  domain
Kmenterian /Lembaga;

Melakukan tarikan dari berita yang ada di medja massa melalyi
metode media pemantauan, sesuai dengan lilternya.

*Tim Redaksi adalah Kementerianl dan Lembaga yang ditunjuk scbagaj

pengguna diantaranya Admin, Penulis dan Peninjau.

2. Penvediaan Repositori [penyimpanan) dokumen peratyran, pedomé@n
kebijakan, modul pelatifan, video pelatihan, dan referensi lainnys yang
relevan dari berbagai sektor yang dapat diakses oleh masysrakat lyas.
a Tim redaksi meminta bahan dokumen peraruran, pedoman

kebijakan, modul pelatihan, video pelatiian, dan referensi lajnnya
yang refevan dari stakeholders untuk diunggah ke dalam sjtus web;
Tim redaksi meminta tautan dari dokumen peraturan, pedoman
kebijakan, modul pelatihan, video pelatihan, dan referensi lsinnya
yang relevan dari stakeholders untuk diunggah ke dalam situs web.

3. Pemantauan pelaksanaasn amanah pada lampiran Inpres No. 4 rahun
2019. Fitur ini hanya bisa diakses secara terbatas oleh admin
Kementerian dan Lembaga terkait sebagai sarana kementerian/lembaga
untuk menyampaikan laporan pelaksanaan inpres No. 4 fahun 2019,

a,

Setiap tahun Kementerian/Lembaga menentukan rencana kerja dan
membuat perjanjian kinerja (bersama Biro Perencansan masing-
masing Kementerian/Lembaga. Kemenko PMK, dan Bappenas) untuk
meningkatkan kemampuan dalam deteksi, pencegahan, dan respons
sesuai aksi prioritas dan indikator yang ada di lampiran Inpres
Nomor 4 tahun 2019,

Kementerian/Lembaga mengisi aplikasi laporan secara rutin
Dilakukan verifikasi laporan Kementerian/Lembaga oleh admin (Biro
Perencanaan atau Bagian Perencanaan alau program teknis
Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kemenko PMK) dan
dilakukan umpan balik rutin hasil pengisian aplikasi dengan status
lengkap/tidak lengkap; tercapai/tidak tercapai Status pencapaian
kinerja yang dimuat dalam laporan ini akan disajikan di dalam
dashboard berupa infographic. Laporan rutin Kementerian/ Lembaga
e‘kan dijadikan bahan laporan ke Presiden melalui Sckretariat
Negara,
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